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ABSTRAK 
 
 
Pembiayaan murabahah dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki 
barang, dimana keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian 
harga atas barang atau jasa yang dijual, barang yang diperjual belikan dapat 
berupa barang konsumtif maupun barang produktif. Penetapan keuntungan 
(margin) yang diperoleh dalam jual beli merupakan faktor yang sangat penting 
bagi kedua belah pihak antara pihak penjual (bank) maupun pihak pembeli 
(nasabah), dan harus berdasarkan prinsip syariah. Penetapan margin pada PT. 
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang adalah secara flat.  
Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi 
penetapan margin secara flat dalam produk pembiayaan griya pada akad 
murabahah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang  Secara 
Perspektif Ekonomi Islam 2) Bagaimana dampak penetapan margin secara flat 
terhadap nasabah yang menggunakan akad murabahah di PT. Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Tanjung Karang, lalu tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk 
mengetahui implementasi penetapan margin secara flat dalam produk pembiayaan 
griya pada akad murabahah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung 
Karang. 2) Untuk mengetahui dampak penetapan margin secara flat terhadap 
nasabah yang menggunakan akad murabahah di PT. Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Tanjung Karang. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field research) 
dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara 
mendalam pada suatu masalah. Data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Data didapatkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Dua karyawan 
account officer khusus pembiayaan KPR atau Griya dan 20 nasabah yang 
menggunakan pembiayaaan murabahah produk griya. 
Hasil penelitian pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung 
Karang mengenai implementasi penetapan margin secara flat dalam produk 
pembiayaan griya pada akad murabahah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang 
Tanjung Karang adalah 1) Penerapan pembiayaan Murabahah dan penetapan 
margin pada produk pembiayaan griya tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip 
syariah berdasarkan fatwa DSN tentang pembiayaan murabahah Fatwa DSN NO: 
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah, karena didalam akadnya terdapat 
kekurangan pada prinsip keadilan serta dalam pemberitahuan penetapan 
marginnya kurang dijelaskan secara spesifik.  2) Akad murabahah sangat 
berdampak baik pada kesejahteraan sosial, dimana akad murabahah sangat 
membantu masyarakat yang menginginkan tambahan modal untuk usahanya atau 
ingin memiliki rumah dengan modal yang minim. Dengan adanya dampak positif 
akad murabahah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 
maka masyarakat akan beralih dan memakai produk perbankan syariah. 
 
 
Kata Kunci : Margin Flat, Pembiayaan Griya, Akad Murabahah. 
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MOTTO 
 
 
                      
 
 
Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan 
permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-
Nya.” 
 
(Q.S Al-Maidah {5} : 2)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bandung : Syaamil 
Al-Qur’an, 2007), h. 106.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian 
terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 
tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 
kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 
digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 
pokok permasalahan yang akan dibahas. 
Skripsi ini berjudul Implementasi Penetapan Margin Secara Flat 
dalam Produk Pembiayaan Griya Pada Akad Murabahah (Studi Pada 
PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang). Untuk itu perlu 
diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut : 
1. Implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme 
suatu system, bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang 
terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
2
 
2. Margin Flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga 
pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, 
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 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Pusat Bahasa  (Jakarta: 
Gramedia Utama, 2011), h. 352. 
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walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran 
harga pokok.
3
 
3. Produk Pembiayaan Griya adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang 
diberikan kepada anggota masyarakat dalam pembiayaan pemilikan 
rumah, ruko, kavling siap bangun, tanah, pembangunan dan renovasi 
rumah atau ruko, serta pembelian rumah indent.
4
 
4. Akad Murabahah adalah suatu bentuk jual-beli di mana penjual memberi 
tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli 
membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan 
margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan.
5
 
B. Latar Belakang  
Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya di dalam 
hidupnya. Hal ini merupakan dorongan fitrah yang mutlak dan tidak bisa 
dihilangkan dari diri manusia. Dalam usahanya memenuhi seluruh 
tingkatan kebutuhan hidup tersebut, manusia memerlukan bantuan 
manusia lainnya. Maka, timbulah interaksi dan pembagian tugas yang 
diwujudkan dalam bidang-bidang usaha dalam masyarakat. Ketika 
manusia saling berinteraksi dengan fungsinya masing-masing, maka 
terjadilah pertukaran, suatu interaksi, atau dengan kata lain jual beli. 
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Dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi 
terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah 
pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal dan kedua belah pihak 
mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu, inti jual 
beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang 
mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu 
menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian 
atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati oleh syara’ sesuai 
dengan ketetapan hukum.
6
  
Pada mulanya jual beli dilakukan secara barter. Namun, seiring dengan 
perkembangan masyarakat jual beli memerlukan standar penetapan nilai atau 
harga atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh bidang-bidang usaha tersebut. 
Salah satu produk jual beli di perbankan syariah menggunakan akad 
murabahah. 
Akad murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak, dimana 
pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli 
ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Pemahaman lain 
murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan 
barang dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 
Murabahah dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau 
bayar dengan angsuran. Pemahaman lain juga murabahah adalah transaksi 
                                                             
6
 Sohari Sahrani – Ru’fah Abdullah, Fiqh Muamalah, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 
h. 66. 
4 
 
jual beli, dimana bank mendapat sejumlah keuntungan. Dalam hal ini, bank 
menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli.
7
 
Islam yang lahir dalam lingkungan hukum perdagangan Mekah, di 
dalam konteks sosial ekonomi ini, menekankan kebaikan-kebaikan 
perdagangan (tijarah) sekaligus menempatkan posisi seorang pedagang yang 
jujur setelah Nabi SAW dan para Syuhada yang wafat di jalan Allah. Dan 
pada saat yang sama, ia menghukum berat para pedagang dan saudagar yang 
melakukan praktik yang tidak jujur dan berusaha memperoleh kekayaan 
dengan cara yang tidak adil. muslim dengfan akhlak yang mulia dan menjauhi 
akhlak buruk yang membahayakan disebabkan proses produksi, kebohongan, 
kecurangan, merugikan orang lain dan lain-lain.
8
 
Dalam Islam dikatakan bahwa akad jual beli tidak boleh adanya unsur 
riba dan hal ini sangat dijunjung tinggi dan diperintahkan dalam Al-Quran 
yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Quran An-Nisa ayat 29. 
                         
                           
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu. (QS. An-Nisa’ : 29)9  
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                      
                             
                              
                     
Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 
itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), 
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang 
yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 
(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 
Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 
di dalamnya. (QS. Al - Baqarah : 175)10 
 
Kerjasama diantara sesama manusia adalah sebuah bentuk untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan bersama dalam hidup. 
Kerjasama pada dasarnya adalah merealisasikan unsur tolong menolong 
sesama manusia yang dianjurkan dalam islam, selama tolong menolong 
tersebut membawa kebaikan dan menghindarkan dari kemungkaran.
11
 
Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, 
dimana keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga 
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atas barang atau jasa yang dijual, barang yang diperjual belikan dapat berupa 
barang konsumtif maupun barang produktif.
12
 
Pembiayaan Griya merupakan salah satu produk di PT Bank BNI 
Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang. Pembiayaan prinsip murabahah 
umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi dan 
sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan dana lebih besar untuk 
memenuhi apa yang diinginkannya seperti pembelian rumah, produk 
pembiayaan ini merupakan pembiayaan perdagangan yaitu jual beli dengan 
pembayaran secara angsuran. Pembiayaan Griya jual beli rumah merupakan 
salah satu produk di PT Bank BNI Syariah cabang Tanjung Karang untuk 
pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang guna membiayai 
pembiayaan rumah tinggal, baik baru maupun bekas, di lingkungan developer 
maupun non developer, dengan menggunakan sistem murabahah. 
Prinsip murabahah umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan 
barang investasi. Murabahah sangat berguna bagi seseorang yang 
membutuhkan barang secara mendesak, Tetapi kekurangan dana. Pihak 
nasabah yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana, 
pihak nasabah yang membutuhkan barang kemudian meminta pada bank agar 
membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat 
barang diterima. Harga jual pada pemesanaan adalah harga pokok ditambah 
margin keuntungan yang disepakati, kesepakatan harga jual dicantumkan 
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dalam akad jual beli dan tidak dapat dirubah menjadi lebih mahal selama 
berlakunya akad.
13
 
Di bank-bank lain dikenal dengan istilah KPR (Kredit Pemilikan 
Rumah) namun di PT Bank BNI Syariah kantor cabang Tanjung Karang 
produk KPR ini lebih dikenal dengan pembiayaan Griya dimana pembiayaan 
ini menggunakan akad murabahah yang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 
Akad Murabahah. 
Di dalam pelaksanaannya pembiayaan Griya tertuang dalam surat 
perjanjian atau akad yang ditanda tangani oleh pihak bank, nasabah dan saksi-
saksi yang dihadapkan notaris, namun sebelum pelaksanaan pihak nasabah 
disuguhi tabel angsuran di dalam angsuran tertera lama angsuran, margin, dan 
flat. Besarnya margin dan flat sudah ditentukan oleh pihak bank. 
Margin merupakan keuntungan yang diperoleh bank dari hasil 
penjualan kepada nasabah, margin diperhitungkan terhadap hutang awal, 
sehingga dari awal sampai akhir periode cicilan atau angsuran bulanan 
maupun tahun akan tetap, tetapi disini margin untuk pinjaman satu tahun 
sampai akhir periode berbeda dan adanya perubahan. Istilah flat itu sendiri 
merupakan sistem perhitungan suku bunga yang besarnya mengacu pada 
pokok hutang awal. Disini pihak bank dalam menyederhanakan informasi 
kepada pihak nasabah dan kemudahan dalam perhitungan pihak bank tetap 
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mengacu dan mengkonversi margin maupun flat tiap tahun maupun periode 
ke bank konvesional. 
Sedangkan dalam ketentuan umum murabahah dalam bank syari’ah 
fatwa DSN No 4/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa bank dan nasabah 
harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Dengan masih 
menjadikan kebijakan moneter yang ditetapkan bank Indonesia yaitu Suku 
Bunga Indonesia (SBI) sebagai regulasi terhadap margin yang diberikan 
terhadap produk pembiayaan griya, disini adanya unsur bunga dan riba 
didalamnya. 
Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut agar dapat diketahui lebih 
jelas mengenai “Implementasi Penetapan Margin Secara Flat dalam 
Produk Pembiayaan Griya Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT Bank 
BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)” mengingat permasalahan 
yang telah dipaparkan di atas. 
C. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan 
tepat serta untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka penulis 
membatasi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Permasalahan pada penelitian ini yaitu implementasi penetapan margin 
secara flat dalam produk pembiayaan griya pada akad murabahah di PT 
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang. 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana implementasi penetapan margin secara flat dalam produk 
pembiayaan griya pada akad murabahah di PT Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Tanjung Karang  Secara Perspektif Ekonomi Islam? 
2. Bagaimana dampak penetapan margin secara flat terhadap nasabah yang 
menggunakan akad murabahah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang 
Tanjung Karang? 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan 
penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui implementasi penetapan margin secara flat dalam 
produk pembiayaan griya pada akad murabahah di PT Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Tanjung Karang. 
2. Untuk mengetahui dampak penetapan margin secara flat terhadap 
nasabah yang menggunakan akad murabahah di PT. Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Tanjung Karang. 
F. Manfaat Penelitian 
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 
antara lain: 
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1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 
dan tambahan ilmu pengetahuan bagi ilmu perbankan syariah khususnya 
pada penetapan margin secara flat dalam produk pembiayaan griya pada 
akad murabahah. Serta sebagai sumbangan pikiran bagi penelitian yang 
akan dilakukan lebih lanjut. 
2. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
pemilik usaha dan masyarakat mengenai pentingnya penetapan margin 
secara flat dalam produk pembiayaan griya pada akad murabahah. 
G. Metode Penelitian 
Metode merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. 
Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk 
meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang 
sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang 
memerlukan jawaban. Jadi metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
14
 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field 
research) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek 
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pemahaman secara mendalam pada suatu masalah.
15
 Hakikatnya 
penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali 
data yang bersumber dari lokasi atau lokasi penelitian. Adapun data 
tersebut diperoleh dari lokasi yang berada di BNI Syariah Cabang 
Tanjung Karang. Penelitian ini difokuskan pada permaslahan mengenai 
implementasi penetapan margin secara flat dalam produk pembiayaan 
griya pada akad murabahah di PT Bank BNI Syariah Cabang Tanjung 
Karang. 
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha 
untuk menuturkan tentang permasalahan mengenai implementasi 
penetapan margin secara flat dalam produk pembiayaan griya pada akad 
murabahah. Adapun data tersebut diperoleh dari BNI Syariah Cabang 
Tanjung Karang. 
Sedangkan untuk memperoleh data yang berkenan dengan judul 
penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai 
berikut: 
a. Penelitian lapangan (Field research) yaitu penelitian lapangan 
dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau 
lapangan penelitian dengan pihak-pihak yang terkait di BNI Syariah 
Kantor Cabang Tanjung Karang pada bagian pembiayaan akad 
Murabahah. Selanjutnya data yang bersumber dari masyarakat yang 
menggunakan akad Murabahah. 
                                                             
15
 Ibid, h. 7. 
12 
 
b. Penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian kepustakaan 
yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat 
berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dan memiliki 
relevansi dengan pokok bahasan kemudian disaring dan dituangkan 
dalam kerangka pemikiran teoritis.
16
 
2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 
memberikan data kepada pengumpul data.
17
Data yang diperoleh 
merupakan data dari hasil penelitian lapangan dengan melalui 
wawancara langsung antara peneliti dengan pihak Bank BNI Syariah 
Cabang Tanjung Karang dibagian pembiayaan dan masyarakat yang 
menggunakan akad Murabahah. 
b. Sumber Data Sekunder  
Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 
atau lewat dokumen.
18
 Untuk mendukung penelitian ini penulis 
menggunakan data sekunder dari referensi lain seperti dokumen, 
jurnal dan buku-buku. 
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3. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung 
Karang yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 62, Kel. Enggal, 
Bandar Lampung, Telp 0721-242517. 
4. Populasi 
Populasi merupakan salah satu hal yang essensial dan perlu 
mendapat perhatian dengan seksama apabila peneliti ingin 
menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk 
daerah (area) atau objek penelitiannya.
19
Adapun populasi dari penelitian 
ini adalah nasabah aktif yang menggunakan pembiayaan Murabahah. 
5. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
20
 Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah 
teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 
sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang 
dari 30 orang.
21
 Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10, yaitu nasabah 
pembiayaan Murabahah sebanyak 10 orang  
 
                                                             
19
 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014), h. 145. 
 
20
 Ibid. h. 149. 
 
21
 Sugiyono, Op.Cit. h. 85. 
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6. Metode Pengumpulan Data 
Metode penelitian data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah : 
a. Observasi 
Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipan, sehingga 
peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. 
Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat 
kesimpulan
22
tentang implementasi penetapan margin secara flat 
dalam produk pembiayaan griya pada akad murabahah di BNI 
Syariah Cabang Tanjung Karang. 
b. Wawancara (Interview) 
Wawancara (Interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses 
interaksi antara pewawancara (interview) melalui komunikasi 
langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan 
percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan 
dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung 
tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.
23
 
Wawancara dilakukan dengan karyawan BNI Syariah Cabang 
Tanjung Karang yaitu Ibu Fitria Agussafitri pada bagian BOH (Back 
Office Head), Bapak Dedi Kurniawan pada bagian OA (Operational 
Assistant), dan Bapak Rudi Winanda selaku SME (Small Medium 
Enterprise) Financing Head. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-
                                                             
22
 Ibid, h. 204 
23
 Muri Yusuf, Op. Cit. h. 372. 
15 
 
pertanyaan terkait implementasi penetapan margin secara flat dalam 
produk pembiayaan griya pada akad murabahah di BNI Syariah 
Cabang Tanjung Karang. Selanjutnya juga, peneliti akan melakukan 
wawancara kepada pihak penerima dana seperti nasabah pembiayaan 
Murabahah sebanyak 10 orang. 
c. Dokumen 
Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang 
sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau 
sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang 
sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi 
yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.
24
 
7. Metode Analisis Data 
Menurut Mudjiarahardjo, analisis data adalah sebuah kegiatan 
untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau 
tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan 
berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.
25
 
Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode 
analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh baik dari wawancara, 
observasi maupun studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif, yaitu 
dengan mengkaji, memaparkan, menelaah dan menjelaskan data-data 
yang diperoleh mengenai cara-cara dan tahapan yang dilakukan BNI 
                                                             
24
 Ibid, h. 391. 
25
 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014), h. 34. 
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Syariah Cabang Tanjung Karang dalam implementasi penetapan margin 
secara flat dalam produk pembiayaan griya pada akad murabahah Teknik 
analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 
a. Reduksi Data 
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, yang 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 
dan membuang yang tidak perlu.
26
 Dengan mereduksi data maka 
akan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data 
selanjutnya. 
b. Penyajian Data 
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dala 
bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar katagori, flowchart dan 
sejenisnya.
27
 Dengan langkah ini akan memudahkan peneliti dalam 
memahami apa yang terjadi serta merencanakan langkah selanjutnya. 
c. Penarikan Kesimpulan 
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 
merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah 
ada.Kesimpulan dapat didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
konsisten.
28
 
 
 
 
                                                             
26
 Sugiyono,Op. Cit, h. 431. 
27
 Ibid, h. 434. 
28
 Ibid, h. 438. 
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H. Tinjauan Pustaka 
Terdapat penelitian terdahulu tentang Implementasi Penetapan 
Margin Secara Flat dalam Produk Pembiayaan Griya Pada Akad 
Murabahah, antara lain : 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Fathur Rahman Famuktiathur Mahasiswa 
Program Studi Muamalah  Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri 
Walisongo Semarang, yang melakukan penelitian tentang “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT 
NU Sejahtera Mangkung“. 29 Penelitian ini menggunakan metode field 
research dan data yang digunakan yaitu data kualitatif. Dapat 
disimpulkan bahwa dalam praktik pembiayaan murabahah yang 
dilakukan BMT NU Sejahtera Mangkrang Semarang belumlah sempurna 
dengan aturan hukum islam (fiqh). Hal ini disebabkan karena beberapa 
hal diantaranya adalah secara tidak langsung BMT NU Sejahtera 
Mangkang menjadikan tingkat suku bunga sebagai landasan perhitungan. 
Selain  itu pihak BMT juga memberikan kewenangan sepenuhnya kepada 
nasabah pembiayaan untuk membeli barang yang diinginkan sendiri. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Tamami Mahasiswa Fakultas 
Syariah Universitas Islam Walisongo Semarang, yang melakukan 
penelitian tentang “Studi Analisis Terhadap Jual Beli Murabahah di Bank 
                                                             
29
 Fathur Rahman Famuktiathur, “Tinjauaan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 
Pembiayaan Murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang”. (Skripsi Program S1 
Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011) h. 66-67. 
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BNI Syariah Cabang Jepara”.30 Penelitian ini menggunakan penelitian 
keputakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) 
dan data yang digunakan adalah data kualitatif . Dapat disimpulkan 
bahwa dalam praktik jual beli murabahah di BNI Syariah Jepara tidak 
sesuai dengan ketentuan syariah yang ditetapkan dalam perbankan 
syariah. Dalam praktiknya, jaminan dari nasabah digunakan sebagai 
syarat utama. Sehingga orang yang tidak mempunyai jaminan tindakan 
mempunyai kesempatan. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ienas Taisier Rasyada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah Universitas 
Islam Negeri Walisongo Semarang, yang melakukan penelitian tentang 
“Implementasi Perhitungan Margin Pada Pembiayaan Murabahah di 
Bank Mega Syariah Cabang Semarang”.31 Penelitian ini menggunakan 
penelitian keputakaan (library research) dan penelitian lapangan (field 
research) dan data yang digunakan adalah data kualitatif. Dapat 
disimpulkan bahwa dalam kebijakan perhitungan margin keuntungan dan 
pengakuan pembayaran angsuran yang ditetapkan oleh Bank Mega 
Syariah yang kemudian diterapkan oleh kantor cabang termasuk cabang 
semarang adalah dengan margin keuntungan flat. Namun pelaksanaannya 
belum sesuai dengan konsep teori tentang penetapan margin yang ada, 
                                                             
30
 Anis Tamami, “Studi Analisis Terhadap Jual Beli Murabahah di Bank BNI Syariah 
Cabang Jepara ”. (Skripsi Program S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, 
Semarang, 2004) , h. 98. 
31
 Ienas Taisier Rasyada, “Implementasi Perhitungan Margin Pada Pembiayaan 
Murabahah di Bank Mega Syariah Cabang Semarang”. (Tugas Akhir Program D3 Perbankan 
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015) 
h. 139. 
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dimana teori ini dijelaskan oleh Adiwarman Karim dalam bukunya Bank 
Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. 
19 
 
BAB II 
LANDASAN TEORITIS 
 
A. BANK SYARIAH 
1. Definisi  Bank Syariah 
Bank syariah merupakan Islamic Financial Institution dan lebih 
dari sekedar bank (beyond banking) yang berlandaskan Al- Qur‟an dan 
hadits (tuntunan Rasulullah Muhammad Saw) yang mengacu pada prinsip 
muamalah, yakni sesuatu itu boleh dilakukan, kecuali jika ada 
larangannya dalam Al- Qur‟an dan hadits yang mengatur hubungan 
antarmanusia terkait ekonomi, sosial dan politik. Dalam Undang- undang 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah 
dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan 
prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga 
berwenang, dalam hal ini Dewan Syariah Nasionaln (DSN) di bawah  
Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank syariah menjalankan fungsi 
penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
32
 
Sudarsono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank syariah 
ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan 
                                                             
32
 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2016), h. 7. 
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jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 
beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.
33
 
Menurut Muhammad, bank syariah adalah bank yang menjalankan 
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya 
terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
34
 
Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (financial 
intermediary), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari 
masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksudnya dapat memenuhi 
kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakaan oleh dua lembaga 
sebelumnya (swasta dan negara). 
Dalam aktivitas pembiayaan bank Islam akan menjalankan dengan 
berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan 
dan aktivitas, seperti kontrak mudharabah, musyarakah, dan yang 
lainnya. Di samping itu, bank Islam juga terlibat dalam kontrak 
murabahah. Dalam pelaksanan pembiayaan, bank Islam harus memenuhi 
aspek syariah dan aspek ekonomi. 
Aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada 
para nasabah, bank Islam harus tetap berpedoman pada syariat Islam 
(antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta bidang 
usahanya harus halal). 
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 Irham Fahmi, Bank & lembaga Keuangan LainnyaTeori dan Aplikasi (Bandung: 
Alfabeta, 2014), h. 21. 
34
 UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
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Aspek ekonomi, berarti di samping mempertimbangkan hal- hal 
syariah bank Islam tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik 
bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank Islam.
35
 
Sedangkan menurut penulis, bank syariah adalah suatu lembaga 
keuangan yang dalam kegiataan tidak hanya terikat oleh peraturan 
perundang- undangan melainkan terikat pula aspek keagamaan (Al- 
Qur‟an dan Hadist), sehingga dalam menjalankan kegiatannya harus 
sesuai baik aspek hukum perundang- undangan maupun hukum agama.  
2. Dasar Hukum Bank Syariah 
Terdapat beberapa dasar hukum Bank Syariah yaitu, antara lain :  
a. Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia 
Dasar hukum  utama bagi operasional perbankan syariah 
pada saat ini adalah UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, 
Peraturan-Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Perbankan 
Syariah, antara lain PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum 
Syariah dan PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Perkreditan 
Rakyat Berdasarkan prinsip Syariah serta Surat Edaran Bank 
Indonesia (SEBI) yang terkait, yaitu masing-masing No. 
11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah dan 
No. 11/34/ DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah. 
                                                             
35
 Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi 
(Jakarta: Bumi Aksara 2010), h. 679- 680. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang 
No. 12 tahun 011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang antara lain menegaskn bahwa undang-undang dan 
PBI merupakan hukum positif yang mempunyai kekuataan hukum 
mengikat. Karena itu, UU Perbankan Syariah dan PBI mengikat 
perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahannya dan 
tidak boleh dilanggar. Dengan sengaja tidak melaksanakan 
langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank 
syariah atau UUS terhadap ketentuan UU Perbankan Syariah 
tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling laam 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling 
sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. 
b. Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah 
mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan tentang hukum Islam 
yang duberikan oleh seorang  faqih atau lembaga fatwa kepada 
umat, yang  muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak. 
Secara sederhana, fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti 
tentang suatu masalah. Pengertian fatwa juga terdapat dalam 
Concise Encyclopedia of Islam oleh Cyrill Glasse, yaitu “fatwa a 
published opinion or decision regarding religious doctrine or low 
made by a recognized authority, called a Mufty.” Menurut 
23 
 
pengertian tersebut, fatwa adalah pendapat atau keputusan yang 
berkenaan dengan doktrin atau hukum agama yang diterbitkan oleh 
kekuasaan yang diakui yang disebut imufti. Selanjutnya 
dikemukakan bahwa dalam sejarah Islam fatwa tidak hanya 
dikeluarkan oleh penguasa yang memiliki kompetensi resmi untuk 
itu, seperti mufti yang diangkat oleh Negara, akan tetapi seseorang 
ulama yang terkenal di suatu kawasan juga dapat mengeluarkan 
fatwa.
36
 
3. Karakteristik Bank Syariah 
Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga 
memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental 
terdapat beberapa karakteristik bank syariah : 
a. Penghapusan riba. 
b. Pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasikan sasaran 
sosio-ekonomi Islam. 
c. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari 
bank komersial dan bank investasi. 
d. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati 
terhadap permohonan pembiayaan yang berorintasi kepada 
penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan 
profit and loss sharing dalam kondinyasi, ventura, bisnis atau 
industri. 
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 A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2012), h 19-31.  
24 
 
e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah 
dengan pengusaha. 
f. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi 
kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar 
uang antarbank syariah dan instrument bank sentral berbasis 
syariah. 
Pengawasan perbankan Islam mencakup dua hal, yaitu pertama 
pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara 
umum, dan prinsip kehati- hatian bank. Kedua pengawasan prinsip 
syariah dalam kegiatan operasional bank.
37
 
4. Produk- produk Bank Syariah38 
a. Penyaluran Dana 
1) Prinsip Jual Beli (Ba‟i) 
Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan 
kepemilikan barang. Terdapat tiga jenis jual beli dalam 
pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank 
syariah, yaitu : 
a) Ba‟i al- murabahah : jual beli dengan harga asal ditambah 
keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan 
nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang 
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 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 
67. 
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 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 28- 32. 
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kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba 
dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan. 
b) Ba‟i al- salam : jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan 
pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai 
dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah 
disebutkan sebelumnya. Uang yang diserahkan menjadi 
tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan 
pembayaran dilakukan dengan segera. 
c) Ba‟i al- istishna : bagian dari ba‟i as- salam namun ba‟i al- 
istishna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh 
ketentuannya mengikuti ba‟i as- salam namun pembayaran 
dapat dilakukan beberapa kali pembayaran. 
2)  Prinsip Sewa (Ijarah) 
Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas 
barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan 
kepemilikan atas barang yang disewa. Bank menyewakan 
peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan 
secara pasti sebelumnya. 
3) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 
Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu : 
a) Musyarakah : salah satu produk bank syariah yang terdapat 
dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk 
meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana  seluruh 
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pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik 
yang berwujud maupun yang tidak berwujud. 
b) Mudharabah : kerja sama dua orang atau lebih dimana 
pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah 
modal kepada pengelola dengan pembagian keuntungan. 
b. Penghimpunan Dana 
Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, 
tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank 
syariah adalah : 
1) Prinsip Wadiah 
Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad 
dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda 
dengan  wadiah amanah, dimana pihak yang dititipi (bank) 
bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut. 
Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh 
dimanfaatkan oleh yang dititipi. 
2) Prinsip Mudharabah 
Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan 
bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak 
sebagai pengelola. Berdasarkan kewenangan yang diberikan 
pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi 
tiga bagian, yaitu : 
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a) Mudharabah mutlaqah : prinsipnya berupa dapat berupa 
tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu 
tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada 
pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang 
terhimpun. 
b) Mudharabah muqayyadah on balance sheet :  jenis ini 
adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan 
syarat- syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank. 
c) Mudharabah muqayyadah off balance sheet : penyaluran 
dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai 
perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana 
usaha juga dapat mengajukan syarat- syarat tertentu yang 
harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan 
pelaksana usahanya. 
c. Jasa Perbankan 
Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan 
menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada 
nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau 
keuntungan, jasa tersebut antara lain : 
1) Sharf (Jual Beli Valuta Asing) 
Jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus 
dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil 
keuntungan untuk jasa jual beli tersebut. 
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2) Ijarah (Sewa) 
Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan (safe 
deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen 
(custodian), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa 
dari jasa tersebut. 
 
B. PEMBIAYAAN 
1. Definisi Pembiayaan 
Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan 
pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah 
kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau 
pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 
investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun 
dikerjakan oleh orang lain.
39
 
Artian luasnya, pembiayaan dalam praktek perbankan adalah: 
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
40
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Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu 
pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-
pihak yang merupakan defisit unit.
41
 
Menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 
dua hal berikut : 
a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 
peningkatan usaha, baik usaha produksi maupun investasi. 
b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan. 
Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 
dua hal berikut : 
a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi 
kebutuhan: 
1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil 
produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas 
atau mutu hasil produksi. 
2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place 
dari suatu barang. 
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b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-
barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat 
kaitannnya dengan itu. 
2. Tujuan Pembiayaan 
Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. 
Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan 
stakeholder, yakni: 
a. Pemilik 
Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik 
mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang 
ditanamkan pada bank tersebut. 
b. Pegawai 
Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh 
kesejahteraan dari bank yang dikelolanya. 
c. Masyarakat 
1) Pemilik dana. Sebagaimana pemilik, mereka mengharappkan 
dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. 
2) Debitur yang bersangkutan. Para debitur dengan penyediaan 
dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya 
(sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang 
diinginkannya (pembiayaan konsumtif). 
3) Masyarakat umumnya-konsumen. Mereka dapat memperoleh 
barang-barang yang dibutuhkannya. 
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d. Pemerintah 
Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu 
dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan 
diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang 
diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan). 
e. Bank 
Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran 
pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan 
mengembangkan usahanya agar tetap survival dan eluas jaringan 
usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat 
dilayaninya.
42
 
3. Fungsi Pembiayaan 
Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank 
syariah kepada mayarakat penerima, diantaranya: 
a. Meningkatkan daya guna uang 
b. Meningkatkan daya guna barang 
c. Meningkatkan peredaran uang 
d. Menimbulan kegairahan berusaha 
e. Stabilitas ekonomi 
f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. 
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g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.43 
4. Macam dan Jenis Pembiayaan 
a. Fund Using Service 
1) Pembiayaan: Mudharabah, Musyarakah 
2) Piutang: Murabahah, Salam, Istishna‟, Ijarah 
3) Qardh 
4) Penempatan 
5) Penyertaan Modal 
6) Penyertaan Modal Sementara 
b. Non Fund Using Service 
1) Commitment: Pembiayaan, Kafalah 
2) Wakalah  
3) Akseptasi 
c. Fund Generating Service 
1) Giro: Wadiah, Mudharabah 
2) Tabungan: Wadiah, Mudharabah 
3) Deposito Mudharabah 
d. Commission Service 
1) Wakalah: Inkaso, Transfer, Penerusan Letter of Credit (L/C) 
2) Wadiah Yad Amanah: Safe Deposit Box (SDB)\ 
3) Sharf 
4) Hawalah 
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5) Rahn 
6) Kafalah44 
5. Falsafah Pembiayaan di Bank Syariah 
Ada perbedaan konsep kredit dengan konsep pembiayaan. 
Kelebihan lebih menekankan pada mekanisme utang. Sedangkan 
pembiayaan adalah kemitraan antara para pihak yang terkait dalam 
aktifitas bisnis. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus 
memenuhi: 
a. Aspek Syar„i 
b. Aspek Ekonomi  
Maksudnya dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para 
nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara 
lain tidak mengandung unsur maysir, gharar dan riba serta bidang 
usahanya halal), di samping tetap mempertimbangkan perolehan 
keuntungan baik bagi bank syariah maupun nasabah itu sendiri.
45
 
 
 
 
 
 
                                                             
44
 Ibid, h. 308-309 
45 Ibid, h. 314 
34 
 
C. AKAD MURABAHAH 
1. Pengertian Akad 
Kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu ar-rabtu yang berarti 
menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung 
sesuatu.Menurut bahasa Akad mempunyai beberapa arti, antara lain :
46
 
a. Mengikat (ar-rabtu), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan 
mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga terhubung, 
kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda,  
b. Sambungan („aqdatun) atau sambungan yang memegang kedua 
ujung dan mengikatnya,  
c. Janji (al-„ahdu), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an :  
                 
Artinya: “sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya 
dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah mencintai 
orang-orang yang bertakwa”. (QS Ali Imran: 76)47 
 
                    
                   
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 
itu”. (QS. Al-Maidah:1)48 
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Istilah „ahdu dalam Al-Qur‟an mengacu pada pernyataan seseorang 
untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan 
tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat 
seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun 
tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, 
seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surat Ali Imran Ayat 76 bahwa 
janji tetap mengikat orang yang membuatnya.
49
 
Perkataan „aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, 
yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian orang lain yang 
menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang 
berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilh perikatan dua 
buah janji („ahdu) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang 
satu dengan yang laib disebut perikatan („aqad).50 
Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa setiap „aqdu 
(persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu : 
a. Perjanjian („ahdu), 
b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan 
c. Perikatan („aqdu) 
Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah 
perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan 
keridhaan kedua belah pihak atau berkumpulnya serah terima di antara 
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dua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua 
belah pihak.
51
 
Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, 
yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, pengertian akad 
menurut pendapat ulama Syafi‟iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu 
segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya 
sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang 
pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, 
perwakilan dan gadai. Pengertian akad dalam arti khusus adalah perikatan 
yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara‟ yang 
berdampak pada objeknya atau pengaitan ucapan salah seorang yang akad 
dengan yang lainnya secara syara‟ pada segi yang tampak dan berdampak 
pada objeknya.Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual, “Saya 
telah menjual barang ini kepadamu.” atau “Saya serahkan barang ini 
kepadamu.”Contoh qobul, “Saya beli barangu.” atau “Saya terima 
barangmu”.52 Dengan  demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau 
pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara 
dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang 
tidak berdasarkan syara‟. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua 
bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, 
terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat 
Islam. 
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2. Pengertian Murabahah 
Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), yaitu prinsip 
bai‟(jual beli), dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang 
ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati.
53
 
Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 
perolehan barang dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual 
dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty 
contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa requid rate of 
profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).
54
 
Jadi singkatnya Murabahah adalah jual beli pada harga asal dengan 
menyebutkan harga pokok kepada pembeli atau nasabah dengan harapan 
agar nasabah memberikan keuntungan tambahan (margin) yang 
disepakati. 
Menurut Para ahli hukum Islam  mendefinisikan bai‟ al-murabahah 
sebagai berikut : 
Menurut Bank Indonesia murabahah adalah akad jual beli antara 
Bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah 
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dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok 
ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
55
 
Menurut Veithzal Rivai, bai‟ al- murabahah atau beli angsur (al- 
bai‟ bi tsaman ajil) atau diartikan pula dengan keuntunga (deferred 
payment sale). Dilihat dari asal kata ribhu (keuntungan), merupakan 
transaksi jula beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. 
Di sini bank bertindak sebagai penjual, dan di lain pihak customer sebagai 
pembeli, sehingga harga beli dari supplier atau produsen atau pemasok 
ditambah dengan keuntungan bank sebelum dijual kepada customer.
56
 
Menurut Muhammad, murabahah adalah akad jual beli atas barang 
tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang 
diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, 
kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah 
tertentu. Sedangkan secara teknis perbankan, murabahah adalah akad jual 
beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin 
keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank 
membeli barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. 
Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan 
yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok 
barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Murabahah dapat 
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dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah 
berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada 
pemesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat 
mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang 
dipesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau 
cicilan.
57
 
Menurut Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M. Ag., murabahah 
adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan 
yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga 
pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan 
sebagai tambahan.
58
 
Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa jual-beli murabahah 
adalah suatu bentuk jual-beli di mana penjual memberi tahu kepada 
pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya 
berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin 
keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang 
“keuntungan yang disepakati”, penjual harus memberi tahu pembeli 
tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang 
ditambahkan pada biaya tersebut. 
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3. Dasar Hukum Akad Murabahah 
Dasar hukum pada akad murabahah terdapat di dalam firman 
Allah, dalil Rasulullah, dan pendapat para ulama. Yang di mana di 
antaranya adalah sebagai berikut : 
a. Landasan Al-Quran 
Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual 
beli, diantaranya adalah firman Allah : 
             
                          
                        
                         
              
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 
yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka Berkata (berpendapat), 
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 
padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa 
yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. 
orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang 
itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 
di dalamnya.” (Q.S. Al-baqarah : 275)59 
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Pembahasan mengenai riba dalam ayat ini menyatakan 
bahwa riba tidak berimplikasi pada perolehan pahala. Berbeda 
dengan zakat yang bila ditunaikan semata-mata untuk menggapai 
ridha Allah, pasti pelakunya akan mendapatkan pahala yang 
berlipat ganda  dari Allah SWT. Mayoritas ahli tafsir (jumhûr al-
mufassirîn) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba pada 
ayat tersebut adalah suatu bentuk pemberian (al„athiyyah) yang 
disampaikan seseorang kepada orang lain bukan dengan tujuan 
untuk menggapai ridha Allah SWT, tetapi hanya sekadar untuk 
mendapatkan imbalan duniawi semata. Karena itu, pelakunya tidak 
akan memperoleh pahala dari Allah SWT atas pemberiannya itu.
60
 
Dan firman Allah :  
                        
                   
        
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 
kepadamu ” (QS. An-Nisaa : 29).61 
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Bersandar pada ayat tersebut, Imam Syafi‟i berpendapat 
bahwa jual beli tidak sah menurut syari‟at melainkan jika ada 
disertai dengan kata-kata yang menandakan persetujuan, sedangkan 
menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad cukup 
dengan dilakukannya serah terima barang yang bersangkutan 
karena perbuatan yang demikian itu sudah dapat menunjukan atau 
menandakan persetujuan dan suka sama suka.
62
 
Ulama berbeda pendapat mengenai sampai dimana batas 
“berkeridhaan” itu. Satu golongan berkata, sempurnanya berlaku 
berkeridhaan pada kedua belah pihak adalah sesudah mereka 
berpisah setelah dilakukan akad. Menurut Syaukani, yang dihitung 
jual beli itu adalah adanya ridha hati, dengan senang, tapi tidak 
harus dengan ucapan, bahkan jika perbuatan dan gerak gerik sudah 
menunjukan yang demikian, maka itu sudah cukup dan memadai. 
Sedangkan Imam Syafe‟i dan Imam Hanafi mensyaratkan akad itu 
sebagai bukti keridhaannya.
63
 Ridha itu adalah suatu tindakan 
tersembunyi yang tidak dapat dilihat sebab itu wajiblah 
menggantungkannya dengan satu syarat yang dapat menunjukan 
ridha itu ialah dengan akad.
64
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Dan firman Allah : 
                     
                     
                   
  
Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki 
hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu 
Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah 
di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan 
menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya 
kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-
benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S. Al-
Baqarah : 198)
65
 
 
Dalam ayat tersebut pula dinyatakan bahwa melakukan 
perbuatan-perbuatan yang membahayakan keamanan dan persatuan 
muslimin, adalah dilarang, namun ayat ini berbeda dengan 
keyakinan arab jahiliyah yang memandang setiap bentuk transaksi 
adalah bentuk dosa di hari-hari haji. Al-Quran menyatakan bahwa 
pelaksanaan urusan ekonomi dan traksaksi yang merupakan 
tuntutan pelaksanaan acara ini bukan saja boleh, bahkan 
diperlukan. 
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b. Al- Hadist 
Landasan murabahah dalam Hadits Rasulullah, diantaranya 
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Syuaib, 
bahwa Rasulullah bersabda : 
 
 :ةَكََربلاَّنِهْيٌِفثََلاث :َلاَقَمَّلَسَىِِهلآَىِهْيَلَُعهللاَّىلَصيِبَّنلاََّنأ ,ٍلََجَأىِلإُعَْيبلا
هَجاَُمنْبُاهاَوَر( .ِعَْيبِْلَلِلاتَْيبْلِلِرْيِع َّشلِابُّربلُاطْلَخَو ,ةَضَرَاـقُملاَو) 
”Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: 
menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama 
lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung 
untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu 
Majah). 
 
Ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam akan 
hijrah, Abu Bakar Radhiyallahu 'Anhu, membeli dua ekor keledai, 
lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam berkata kepadanya, 
"jual kepada saya salah satunya", Abu Bakar Radhiyallahu 'Anhu 
menjawab, "salah satunya jadi milik anda tanpa ada kompensasi 
apapun", Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam bersabda, 
"kalau tanpa ada harga saya tidak mau". 
Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu, 
menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil 
keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh 
dirham harga pokok. 
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Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli 
murabahah ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam 
kehidupan. Banyak manfaat yang dihasilkan, baik bagi yang 
berprofesi sebagai pedagang maupun bukan. 
4. Landasan Hukum Positif Pembiayaan Murabahah 
Pembiayaan murabahah mendapatkan pengaturan dalam pasal 1 
angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengaturan 
secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 
tentang Perbankan Syariah, yakni Pasal 19 ayat (1) yang intinya 
menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, antara 
lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, 
akad istishna‟, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah. 
Di samping itu, pembiayaan murabahah juga telah diatur dalam 
fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang 
intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna 
melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, 
bank syariah memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, 
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yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada 
pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
66
 
Ketentuan umum tentang pembiayaan murabahah yang tercantum 
dalam Fatwa DSN No. 04/DSN_MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut: 
a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 
riba. 
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.  
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya. 
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 
keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara 
jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 
diperlukan. 
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
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h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 
nasabah. 
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan 
setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.  
Adapun bagi nasabah, beberapa ketentuan murabahah yang diatur 
dalam fatwa DSN Nomor 04 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:  
a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu 
barang atau aset kepada bank. 
b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus memebli 
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.  
c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang 
telah disepakatinya, karena sesuai hukum janji tersebut mengikat; 
kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 
d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
mebayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya 
riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 
48 
 
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung 
oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa keugiannya kepada 
nasabah. 
g. Jika uang muka memakai kontrak ‗urbun sebagai alternatif dari 
uang muka, maka: 
1) Jika nasabah memutuskan untuk memebeli barang tersebut, ia 
tinggal membayar sisa harga. 
2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 
pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, 
nasabah wajib melunasi kekurangannya.  
Dalam transaksi murabahah, berdasarkan fatwa DSN MUI 
diperbolehkan untuk menggunakan jaminan. Beberapa ketentuan yang 
mengatur tentang jaminan dalam akad murabahah adalah sebagai berikut:  
a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 
pesanannya. 
b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 
dapat dipegang.  
Di samping itu, dalam fatwa DSN MUI tersebut juga diatur 
beberapa hal yang terkait dengan penyelesaian utang dalam akad 
murabahah, di antaranya meliputi:  
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a. Secara prinsip, penyelesain utang nasabah dalam transaksi 
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika 
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau 
kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada 
bank. 
b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia 
tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta 
kerugian itu diperhitungkan.  
Dalam fatwa juga diatur nasabah yang memiliki kemampuan tidak 
dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Namun sebaliknya, apabila 
nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu 
pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesainnya dilakukan 
melalui Badan Arbritasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. 
Dalam masalah bangkrut dalam murabahah, apabila nasabah telah 
dinyatakan pailit atau gagal menyelesaikan utangnya, bank harus 
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menunda tagihan utang sampai ia menjadi sangguh kembali, atau 
berdasarkan kesepakatan.
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5. Rukun dan Syarat Akad Murabahah 
Sebagai sebuah produk perbankan yang didasarkan pada perjanjian 
jual beli, maka demi keabsahannya harus memenuhi rukun dan syarat 
sebagai berikut:
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a. Adanya pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. 
Para pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan 
bahwa mereka cakap secara hukum dan masing-masing 
melakukannya dengan sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan, 
kekhilafan, ataupun penipuan.  
b. Adanya Objek akad yang terdiri dari barang yang diperjualbelikan 
dan harga  
Terhadap obyek yang diperjualbelikan tidak termasuk 
barang yang diharamkan/dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari 
penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh 
pihak yang berakad, sesuai dengan spesifikasinya antara yang 
diserahkan pennjual dan yang diterima pembeli.  
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c. Adanya sighat akad yang terdiri dari ijab dan kabul.  
Sighhat akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik 
dengan siapa berakad, antara ijab dan kabul (serah terima) harus 
selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang 
disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat 
menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan 
datang, serta tidak membatasi waktu, misalnya: saya jual ini 
kepada Anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik 
saya kembali. 
Jual-beli murabahah merupakan jual-beli amanah, karena pembeli 
memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok 
barang tanpa bukti tertulis. Dengan demikian, dalam jual-beli ini tidak 
diperbolehkan berkhianat.
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Selain itu ada beberapa syarat-syarat sahnya jual beli murabahah 
adalah sebagai berikut:
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a. Mengetahui Harga pokok 
Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli 
kedua, karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat 
sahnya jual beli yang menggunakan prinsip murabahah. 
Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan 
mayoritas ahli fiqh menekankan pentingnya syarat ini. Bila harga 
pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi 
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fasid (tidak sah) (Al-Kasany, hal.3193). Pada praktek perbankan 
syariah, Bank dapat menunjukkan bukti pembelian obyek jual beli 
murabahah kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian 
tersebut nasabah mengetahui harga pokok Bank. 
b. Mengetahui Keuntungan 
Keuntungan seharusnya juga diketahui karena ia 
merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau dalam praktek 
perbankan syariah sering disebut dengan margin murabahah dapat 
dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai 
pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat 
mengetahui keuntungan bank. 
c. Harga pokok dapat dihitung dan diukur. 
Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan 
takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat 
murabahah. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan 
ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan di ketahui. 
d. Jual beli murabahah tidak bercampur dengan transaksi yang 
mengandung riba. 
e. Akad jual beli pertama harus sah. 
Bila akad pertama tidak sah maka jual beli murabahah tidak 
boleh dilaksanakan. Karena murabahah adalah jual beli dengan 
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harga pokok ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak 
sah maka jual beli murabahah selanjutnya juga tidak sah. 
6. Skema Murabahah 
Adapun prosedur pembiayaan dengan menggunakan akad 
murabahah ditunjukkan dalam skema berikut :
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Gambar 2.1 : Skema Pinjaman Akad Pembiayaan Murabahah 
 
(Sumber Ascarya, 2013) 
Penjelasan skema akad murabahah yaitu pihak bank dan nasabah 
melakukan negosiasi dan setuju dengan persyaratan yang telah ditentukan 
kemudian bank membelikan barang yang dipesan oleh nasabah ke 
suplier/penjual. Selanjutnya, bank dan dan nasabah setuju dengan 
memakai akad murabahah, kemudian bank dan nasabah melakukan serah 
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terima barang. Selanjutnya nasabah memberikan uang muka dan mencicil 
pembayaran yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. 
 
D. MARGIN 
1. Pengertian Margin Keuntungan 
Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah 
persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin 
keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 
360 hari; perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun 
ditetapkan 12 bulan.
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2. Referensi Margin Keuntungan  
Yang dimaksud dengan Referensi Margin Keuntungan adalah 
margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah. 
Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, 
usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan 
beberapa hal berikut:
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a. Direct Competitor‟s Market Rate (DCMR)  
Yang dimaksud dengan Direct Competitor‟s Market Rate 
(DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan 
syariah, atau tingkat margin keuntungan beberapa bank syariah 
yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor 
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langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu 
yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung 
terdekat.  
b. Indirect Competitor‟s Market Rate (DCMR)  
Yang dimaksud dengan Indirect Competitor‟s Market Rate 
(DCMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan 
konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank 
konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai 
kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku 
bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO 
ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat.  
c. Expected Competitive Return for Investors (ECRI)  
Yang dimaksud dengan Expected Competitive Return for 
Investors (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang 
diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.  
d. Acquiring Cost  
Yang dimaksud dengan Acquiring Cost adalah biaya yang 
dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk 
memperoleh dana pihak ketiga.  
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e. Overhead Cost  
Yang dimaksud dengan Overhead Cost adalah biaya yang 
dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya 
untuk memperoleh dana pihak ketiga. 
 
 
 
 
 
3. Penetapan Harga Jual  
Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan 
penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga 
pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan.
74
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4. Pengakuan Angsuran Harga Jual75 
Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok 
dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung 
dengan menggunakan empat metode, yaitu:  
a. Metode margin keuntungan menurun (sliding) 
Margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin 
keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya 
harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, 
jumlah angsuran(harga pokok dan margin keuntungan). Yang 
dibayar nasabah setiap bulanan terus menurun. 
Contoh : 
Nasabah dengan plafond, PLFN = Rp 100.000.000,00 
Jangka pembiayaan 1 tahun 
Tingkat margin keuntungan 1 tahun, MRJ= 16 % 
Maka jadwal angsuran pembiayaan adalah sebagai berikut: 
Angsuran harga pokok perbulan, APBB = (PLFN/12)= Rp 
8.333.333,33 
Pencairan sejumlah Rp 100.000.000,00 
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Tabel 2.1 Angsuran Harga Pokok Menurun Slidding 
No Tanggal Pokok Margin Keuntungan 
1  APBB ((PLFN-((No-1)xAPBB))xMRJ)/12 
2  APBB ((PLFN-((No-1)xAPBB))xMRJ)/12 
3  APBB ((PLFN-((No-1)xAPBB))xMRJ)/12 
4  APBB ((PLFN-((No-1)xAPBB))xMRJ)/12 
 
Jadi untuk menghitung angsuran ke-2, maka: 
APBB = Pokok= 8.333.333,33 
((PLFN-((No-1)xAPBB))xMRJ)/12=margin 
Keuntungan =((100.000.000,00-((2-
1)x8.333.333,33))x0,16)/12 
= Rp 1.222.222,22 
b. Margin keuntungan rata-rata 
Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan 
menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran 
(harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap 
bulan. Contoh : 
Nasabah dengan plafond, PLFN = Rp 100.000.000,00 
Jangka waktu pembiayaan dalam bulan JWK = 12, 1 tahun 
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Tingkat marjin keuntungan 1 tahun, MRJ= 16 % 
Maka jadwal angsuran pembiayaan adalah sebagai berikut: 
Pencairan 05-03-2000 sejumlah Rp 100.000.000,00 
APPB = PLFN/12 (1 tahun-12 bulan) 
Margin keuntungan = ((JWK+1)/(2*JWK))*PLFN*(MRJ/12) 
Tabel 2.2 Angsuran Harga Pokok Keuntungan Rata-Rata 
No Tanggal Pokok Margin Keuntungan 
1 14-08-
2018 
APBB ((JWK+1)/(2*JWK))*PLFN*(M
RJ/12) 
2 14-08-
2018 
APBB ((JWK+1)/(2*JWK))*PLFN*(M
RJ/12) 
3 14-08-
2018 
APBB ((JWK+1)/(2*JWK))*PLFN*(M
RJ/12) 
4 14-08-
2018 
APBB ((JWK+1)/(2*JWK))*PLFN*(M
RJ/12) 
 
Maka rumusnya adalah 
Angsuran (i) =harga pokok (i) + margin keuntungan (i) 
Untuk i = 1 s/d JWK 
Angsuran pokok (i) = harga pokok i+margin keuntungan i, untuk 
i=1 s/d JWK 
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Angsuran Harga Pokok = APPB=100.000.000/12=Rp.8,333,333.33 
angsuran margin keuntungan i 
= ((JWK+1)/(2*JWK))*PLFN*(MRJ/12) 
((12+1)/(2*12))*100.000.000*(0.16/12) =Rp 720.000,00 
Total =Rp 9.053.333,33 
c. Margin keuntungan flat 
Margin keuntungan flat adalah perhitungan margin 
keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap 
dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya 
menurun sebagai akibat adanya angsuran harga pokok. 
Contoh: 
1) Nasabah dengan plafond, PLFN = Rp. 100,000,0000.00 
2) Jangka waktu pembiayan dalam bulan JWK = 12, atau 1 tahun 
3) Tingkat margin keuntungan setahun, MRJ = 16% 
4) k = Angsuran ke 1, 2, 3,….,dan seterusnya. 
Maka jadwal Angsuran Pembiayaan adalah sebagai berikut: 
1) pencairan 05-03-200 sejumlah Rp. 100,000,000.00 
2) APPB (k) = Harga Pokok (k) = PLFN/JWK 
3) APMB (k) Marjin Keuntungan (k) = (PLFN/JWK) * (MRJ/12) 
Maka angsuran ke 5: 
Angsuran harga pokok (5) = (100,000,000/12) = Rp. 8.333.333.33 
Angsuran Margin = 100,000,000/12) * (0.16/12) = Rp. 444,444.44 
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TOTAL = RP. 8,777,777.77 
d. Margin keuntungan annuitas 
Margin keuntungan annuitas adalah margin keuntungan 
yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhiyungan 
annuitas adalah suatu cara pengambilan pembiayaan dengan 
pembayaran angsuran harga pokok dan dan margin keuntungan 
secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran 
harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang 
seamkin menurun. 
Contoh: 
1) Nasabah dengan plafond, PLFN = Rp. 100,000,0000.00 
2) Jangka waktu pembiayan dalam bulan JWK = 12, atau 1 tahun 
3) Tingkat marjin keuntungan setahun, MRJ = 16% 
11. k = Angsuran ke 1, 2, 3,….,dan seterusnya. 
Maka Jadwal Angsuran pembiayaan adalah sebagai berikut: 
* Pencairan 05-03-2000 sejumlah Rp. 100,000,000.0 
Tabel 2.3 Angsuran Keuntungan Annuitas 
No Tanggal Pokok Margin Keuntungan 
1 14-08-2018 APBB (No)  AMPB (No)  
2 14-08-2018 APBB (2)  AMPB (No)  
3 14-08-2018 APBB (3)  AMPB (3)  
4 14-08-2018 APBB (12)  AMPB (12)  
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Di mana angsuran (k) –  
AMPB (k) = harga pokok (k) = ((1+(𝑀𝑅𝐽/12 )) (𝑘−1) 
(1+(𝑀𝑅𝐽/12)) (𝐽𝑊𝐾)−1) X PLFND X (MRJ/12) 
AMPB(k) = margin keuntungan (k) = ((1+(𝑀𝑅𝐽/12)) (𝐽𝑊𝐾) 
(1+(𝑀𝑅𝐽/12)) (𝐾−1)) - 1 X Harga Pokok (k) 
Misalnya kita ingin mengetahui angsuran ke-3  
 
Angsuran Harga Pokok (3) 
(( 1+0.0133)(3−1)(1+0.0133)(12)−1) x 100,000,000 x 0.0133 = Rp 7,948,378.09 
 
Angsuran Margin Keuntungan (3) 
(( 1+0.0133)(12)(1+0.0133)(3−1)−1) x 7,948,478.09 = Rp. 1,122,447.72 
 
Total angsuran 
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BAB III 
PENYAJIAN DATA LAPANGAN 
 
A. Gambaran Umum BNI Syariah  
1. Sejarah Berdirinya BNI Syariah 
Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan  
sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu 
adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat 
terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Berikut ringkasan sejarah PT. 
Bank BNI Syariah. 
Tabel 3.1 Sejarah PT. Bank BNI Syariah 
 
No Tahun Keterangan 
1 2000 PT Bank BNI Tbk membentuk Unit Usaha Syariah 
(UUS) untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap 
system perbankan yang lebih tahan terhadap krisis 
ekonomi. Dimulai dengan membuka 5 kantor Cabang 
Syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni : 
Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan 
Banjarmasin. 
2 2002 BNI membuka 2 kantor cabang syariah baru di kota 
Medan dan Palembang. Unit Usaha Syariah (UUS) BNI 
menghasilkan laba pertama sebesar Rp. 7,189 miliar 
dengan dukungan tujuh cabang. 
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2003-
2004 
Berturut-turut Unit Usaha Syariah (UUS) BNI 
mendapatkan penghargaan sebagai “The Most Profitable 
Islamic Bank” diantara dua Bank Umum Syariah (BUS) 
dan delapan Unit Usaha Syariah (UUS). 
Sumber : PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 
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Pembukaan kantor cabang PT. Bank BNI Syariah di Tanjung 
Karang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2005 dengan tujuan sebagai 
usaha melakukan ekspansi menambah jaringan. Kantor cabang ini 
merupakan outlet ke-31 yang dimiliki PT. Bank BNI Syariah dan dalam 
waktu dekat akan dilanjutkan membuka kantor cabang di kota-kota 
lainnya. Acara pembukaan kantor BNI Syariah Cabang Tanjung Karang 
ini dilakukan bersamaan dengan peresmian kantor baru BNI cabang pasar 
pusat Tanjung Karang yang dihadiri oleh Gubernur Sjachroedin Z.P, Wali 
Kota Bandar Lampung Drs. Eddy Sutrisno, M.Pd, Direktur BNI Suroto 
Moehadji, Pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan pemuka 
Agama Tanjung Karang. BNI Syariah siap memasuki pasar awal 2010.
76
 
Unit syariah Bank BNI, resmi melakukan pemisahan (spin off) dari 
induknya. Para pemegang saham dan dewan komisaris BNI telah 
menyetujui rencana BNI Syariah itu menjadi bank umum murni syariah. 
Saat ini asset BNI Syariah sebesar Rp. 4 triliun lebih. Dengan posisi itu, 
unit syariah BNI ini berada pada peringkat ke tiga dari 30 unit usaha 
syariah, setalah Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. BNI Syariah 
juga memiliki jaringan 26 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu dan 
600 kantor cabang BNI konvensional yang selalu bekerja sama. 
BNI Syariah Bandar Lampung memiliki 2 Kantor Cabang yaitu 
KC Tanjung Karang dan KC Mikro Teluk Betung serta 5 Kantor Cabang 
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Pembantu yaitu KCP Bandar Jaya, KCP Mikro Pringsewu, KCP Mikro 
Antasari, dan KCP Unit 2 Banjar Agung. 
2. Profil BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 
a. Profil Perusahaan 
Nama : BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung  
Karang 
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 62 Bandar 
Lampung 
Tanggal Awal Beroperasi : 21 Juli 2005 
Jumlah Karyawan : 70 Karyawan 
b. Letak Geografis 
Lokasi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 
merupakan lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di daerah 
Bandar Lampung, tepatnya di jalan Jendral Sudirman No. 62 
Bandar Lampung.Terletak di lingkungan penduduk yang 
mengandalkan kehidupan perdagangan, bisnis dan pengusaha. 
3. Visi dan Misi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 
a. Visi BNI Syariah 
Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam 
layanan dan kinerja. 
b. Misi BNI Syariah 
1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli 
pada kelestarian lingkungan. 
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2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa 
perbankan syariah. 
3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 
4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 
berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan 
ibadah. 
5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.77 
4. Produk dan Layanan BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung 
Karang 
a. Produk Penghimpunan Dana (Funding Pruducts) 
Produk penghimpunan dana terdiri dari : 
1) Tabungan iB Hasanah 
Tabungan iB Hasanah adalah tabungan dengan akad 
mudharabah atau wadiah yang memberikan berbagai fasilitas 
serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.  
2) Baitullah iB Hasanah 
Baitullah iB Hasanah adalah tabungan dengan akad 
mudharabah atau wadiah yang dipergunakan sebagai sarana 
untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan 
ibadah Haji dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan 
penabung dengan system setoran bebas atau bulanan dalam 
mata uang Rupiah dan USD. 
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3) Tapenas iB Hasanah 
Tapenas iB Hasanah adalah tabungan berjangka dengan akad 
mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola 
berdasarkan prinsip syariah dengan system setoran bulanan 
yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa 
depan seperti rencana liburan, ibdah umrah, pendidikan 
ataupun rencana masa depan lainnya. 
4) Giro iB Hasanah 
Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata 
uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah 
dengan pilihan akad mudharabah mutlaqah dan wadiah yadh 
dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran 
lainnya atau dengan pemindahbukuan. 
5) Deposito iB Hasanah 
Deposito iB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola 
berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah 
perorangan maupun perusahaan dengan menggunakan akad 
mudharabah dan terdapat pilihan mata uang Rupiah dan USD 
serta terdapat pilihan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan. 
6) Bisnis iB Hasanah 
Bisnis iB Hasanah adalah tabungan dengan akad 
mudharabahyang dilengkapi dengan detail mutasi debet dan 
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kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif 
dalam mata uang rupiah. 
7) Tunas iB Hasanah 
Tunas iB Hasanah adalah tabungan dengan akad wadiah yang 
diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia 
dibawah 17 tahun.  
8) Prima iB Hasanah 
Prima iB Hasanah adalah tabungan dengan akad mudharabah 
yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi 
nasabah segmen high network individuals secara perorangan 
dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif. 
b. Produk Penyaluran Dana (Financing Products) 
Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh BNI 
Syariah KC Tanjung karang, sebagai berikut :
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1) Griya iB Hasanah 
Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang 
diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, 
membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, 
apartement dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta 
rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan 
pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-
masing calon nasabah. 
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2) Multiguna iB Hasanah 
Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif 
yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian 
barang kebutuhan konsumtif dan jasa sesuai prinsip syariah 
dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang 
ditinggali  berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang 
dibiayai. 
3) Oto iB Hasanah 
Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif 
murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk 
pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan 
bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini. 
4) CCF iB Hasanah 
CCFiB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan 
agunan likuid, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk 
deposito, giro dan tabungan yang diterbitkan BNI Syariah. 
5) Emas iB Hasanah 
Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang 
diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk 
batangan yang diangsur setiap bulannya melalui akad 
murabahah. 
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6) Fleksi iB Hasanah 
Fleksi iB Hasanah adalah pembiayaan konsumtif bagi anggota 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket 
perjalanan Ibadan Umroh melalui BNI Syariah yang telah 
bekerja sama dengan Travel Agent sesuai dengan prinsip 
syariah. 
c. Fasilitas Jasa 
Adapun fasilitas jasa yang disediakan oleh BNI Syariah 
cabang Tanjung Karang antara lain sebagai berikut : 
1) Kiriman Uang (KU) 
Kiriman Uang (KU) adalah suatu jasa bank dalam 
pengiriman dana dari satu cabang ke cabang lainnya atas 
permintaan pihak ketiga untuk dibayarkan kepada penerima 
ditempat lain berdasarkan prinsin al wakalah. 
2) Inkaso 
Inkaso adalah pengiriman uang atau dokumen berharga 
untuk ditagihkan pembayarannya kepada yang menerbitkan 
atau yang ditentukan (tertarik) dalam surat atau dokumen 
berharga tersebut dengan prinsip al wakalah. 
3) Kliring 
Kliring adalah suatu tata cara perhitungan penagihan surat-
surat berharga dari satu bank peserta kliring terhadap bank 
peserta lainnya agar perhitungan tersebut terselenggara dengan 
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mudah, aman serta dapat memperlancar lalu lintas pembayaran 
giral, dengan prinsip al wakalah. 
4) Layanan Phoneplus 
Layanan Phoneplus adalah layanan transaksi perbankan 
melalui telepon 24 jam dalam mendapatkan segala informasi 
produk dan jasa BNI dan dapat melakukan transaksi perbankan 
dengan jaminan privasi yang tinggi serta tidak dibatasi ruang, 
waktu dan gerak. 
5) ATM BNI 
ATM (Automatic Teller Machine) adalah mesin anjungan 
tunai mandiri yang ditempatkan di cabang BNI atau BNI 
Syariah dan tempat tertentu yang dapat digunakan oleh nasabah 
tertentu dengan melayani diri sendiri dan menggunakan kartu 
syariah plus dan kartu syariah prima untuk mengambil uang 
tunai di seluruh ATM BNI.
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5. Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung 
Karang 
Organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang-
orang di bawah pengarahan manager mengejar tujuan bersama.Tujuan 
tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu yang kemudian dengan 
bekerjasama antar anggota lainnya secara sadar dan meningkatkan diri 
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untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan tetap menjaga eksistensi 
perusahaan tempat bekerjanya. 
Dengan adanya struktur organisasi BNI Syariah dapat berfungsi 
secara optimal sebagai sebuah lembaga keuangan bank karena dengan 
adanya struktur organisasi dalam suatu lembaga mengindikasikan pula 
adanya penjabaran kewajiban, hak, tanggung jawab dan wewenang serta 
fungsi dari struktur yang ada. 
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Struktur Organisasi BNI Syariah KC Tanjung Karang dapat diliat pada Gambar 3.2 berikut ini : 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 
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B. Implementasi Akad Murabahah pada BNI Syariah Kantor Cabang 
Tanjung Karang 
Implementasi akad Murabahah didasarkan pada fatwa DSN-MUI 
Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Murabahah. Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) Nomor:7/46/PBI/2005 Tentang akad penghimpunan dan 
penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 
Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007 
Tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan 
penyaluran dana serta pelayanan jasa bank Syariah.  
Pembiayaan produk griya Bank BNI Syariah adalah pembiayaan jangka 
pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal 
(konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer dengan sistem 
murabahah.
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Nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan murabahah maka harus 
menempuh langkah-langkah yang diawali dari pengajuan usulan pembiayaan 
sampai proses untuk memdapatkan persetujuan pembiayaan, antara lain:
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1. Prosedur Aplikasi Pembiayaan Murabahah 
Prosedur aplikasi pembiayaan adalah langkah-langkah awal yang 
ditempuh oleh calon nasabah untuk memperoleh persetujuan 
pembiayaan. Langkah-langkah tersebut adalah: 
a. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah 
yang dibuat langsung olah calon nasabah disertakan dengan 
                                                             
80
 Wawancara dengan Merry Nirwana, Financing Support Assistant BNI Syariah KC 
Tanjung Karang, tanggal 19 Juni 2018. 
81
 Ibid, 
75 
 
dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat permohonan 
pembiayaan yang diserahkan kepada marketing officer. Dokumen-
dokumen yang dimaksud adalah: 
1) Pembiayaan Konsumtif 
Untuk Pegawai (karyawan swasta/PNS/ABRI) 
a) Kartu identitas calon nasabah dan istri: KTP/Paspor 
b) Kartu Keluarga 
c) Surat Nikah 
d) Slip Gaji Terakhir 
e) Surat referensi dari kantor tempat bekerja/SK pengangkatan 
untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
f) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir 
g) Data jaminan 
2) Pembiayaan Produktif 
Untuk Pengusaha Perorangan : 
a) Legalitas usaha 
b) Kartu identitas calon nasabah dan istri: KTP/Paspor 
c) Kartu Keluarga dan surat nikah 
d) Laporan keuangan 
e) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir 
f) Data jaminan 
Untuk Badan Usaha : 
a) Legalitas usaha 
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b) Kartu identitas 
c) Data jaminan 
d) Laporan keuangan 2 bulan terakhir 
e) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir 
b. Proposal yang disampaikan calon nasabah dinilai oleh marketing 
officer. Dalam penilaian layak tidaknya suatu pembiayaan yang 
disalurkan maka dilakukan penialaian pembiayaan. Penialaian awal 
(prescreening) dengan pemperhatikan pasar sasaran yakni jenis 
usaha atau barang yang dilarang dibiayai, jenis usaha yang perlu 
dihindari, daftar kredit macet di Bank Indonesia, Daftar Hitam 
Bank Indonesia, dan Daftar Hitam BNI Syariah. Setelah analisis 
tersebut dinyatakan layak maka marketing officer melakukan 
analisis lebih lanjut. 
c. Marketing officer melakukan interview awal dengan calon nasabah 
untuk meperoleh informasi mengenai calon nasabah untuk 
mengetahui kebenarannya dan menliai jaminan, penilaian atas 
legalitas usaha untuk mengetahui gambaran umum mengenai 
kemampuan keuangan calon nasabah. 
d. Menganalisis pembiayaan murabahah oleh bank dapat dilakukan 
dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang 
nasabahnya, sepeti melalui prosedur penilaian yang benar dan 
sungguh-sungguh. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang 
ditetapkan sudah menjadi standar penialaian setiap bank. Biasanya 
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kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank 
termasuk PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 
untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak mendapatkan 
pembiayaan maka dilakukan dengan analisis 5C, yaitu: character 
(watak), capacity (kapasitas), capital (modal), condition (kondisi) 
dan collateral (jaminan). Penilaian dengan analisis 5C adalah 
sebagi berikut: 
1) Character 
Analisis yang dilakukan tehadap pribadi nasabah secara 
individu ataupun badan usaha seperti: sifat-sifat pribadi, gaya 
hidup. Kebiasaan-kebiasaan dan kemauan serta niat baik 
nasabah untuk mematuhi kewajibnnya kelak. 
2) Capacity 
Analisis ini bertujuan mengukur tingkat kemampuan calon 
nasabah dlam mengelola pembiayaan yang diberikan. Hal-hal 
yang perlu diperhatikan: 
a) Aspek manajemen 
Aspek manajemen adalah kemampuan pengelolaan 
perusahaan antara lain: kemampuan menetapkan visi dan isi 
dalam berusaha, menterjemahkan visi dan misi dalam 
sasaran spesifik, merumuskan strategi yang diperlukan 
secara efektif dan efisien serta melakukakn evaluasi 
pengendalian. 
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b) Aspek produksi 
Analisis aspek produksi bertujuan untuk mengetahui 
kemapuan permohonan untuk berproduksi/berdagang 
secara berkesinambungan. 
c) Aspek pemasaran 
Tujuan analisis terhadap aspek pemasaran adalah untuk 
menilai kemampuan pemohon dalam memasarkam 
produknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: 
data penjualan masa lalu, tingkat persaingan, angka 
proyeksi pemasaran pada masa yang akan dating meliputi 
perencanaan dan strategi pemasaran yang akan dilakukan. 
d) Aspek personalia 
Analisis aspek personalia bertujuan untuk menilai 
kemampuan perusahaan dari segi kuantitas maupun kualitas 
tenaga kerja yang mendukung aktivitas perusahaan dan 
kemampuan perusahaan memelihara hubungan baik antra 
tenaga kerja dengan perusahaan. 
e) Aspek keuangan 
Analisis aspek keuangan bertujuan untuk menilai 
kemampuan perusahaan mengelola dana dan membayardi 
masa yang akan datang. 
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3) Capital 
Analisisi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan usaha 
calon nasabah untuk mendukung pembiayaan modalnya 
sendiri. Semakin besar kemampuan modal berarti semakin 
besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri. 
4) Condition 
Analisis ini bertujuan untuk melihat kondisi perekonomian 
secara umum serta kondisi pada sector saha calon nasabah. 
Keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan sector 
usaha calon nasabah. Sehingga pembiayaan yang diberikan 
benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya. 
5) Collateral 
Setiap pemberian pembiayaan harus disertai dengan jaminan 
fisik yang jumlah dan nilainya harus dapat menjamin besarnya 
pembiayaan yang disetujui. Jaminan pembiayaan harus benar-
benar dapat dikuasai serta diyakini kebenaran status 
pemiliknya. Sehingga, bila dikemudian hari nasabah tidak 
mampu membayar kewajibannya, maka jaminan ini dapt 
dijadikan sebagai alat pengamanan atas pembiayaan yang 
diberikan. 
e. Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil 
penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah 
memberikan keputusan, menerima atau menolak pembiayaan 
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tersebut. Persetujuan pembiayaan merupakan sarana pengendalian 
resiko, sarana pengendalian proses manajemen pembiayaan, 
cermin kemampuan pengelola pembiayaan, dan hasil akhirnya 
memperlihatka kualitas pembiayaan secara keseluruhan. Bila telah 
dianggap layak menerima pembiayaan, maka persetujuan 
pembiayaan diberikan oleh marketing officer, yang dituangkan 
dalam Nota Analisis Pembiayaan (NAP). 
f. Selanjutnya Nota Analisis Pembiayaan (NAP) akan diajukan oleh 
marketing officer kepada pimpinan cabang untuk meminta 
persetujuan pembiayaan. Jika pemimpin cabang menyetujui 
pembiayaan tersebutmka akan dinyatakan dalam Surat Keputusan 
Pembiayaan (SKP) yang telah dibuat oleh administrasi 
pembiayaan. 
2. Prosedur Realisasi Pembiayaan Murabahah 
Prosedur realisasi pembiyaan murabahah adalah proses pencairan 
dana atas permohonan pembiayaan yang telah disetujui oleh Pimpinan 
Cabang. NAP, SKP dan dokumen lainnnya akan diserahkan kepada 
Administrasi Pembiayaan untuk selanjutnya dibuat SP3/akad 
pembiayaan dan didudukkan dalam perjanjian akad pembiayaan 
persetujuan untuk menempatkan dana dan modal bank pada aktiva yang 
beresiko. Dalam persetujuan pembiayaan ini harus mencerminkan suatu 
pernyataan bahwa nasabah yang disetujui adalah nasabah yang layak 
menerima pembiayaan. Tahap selanjutnya adalah pencairan 
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pembiayaan. Dana yang diberikan sesuai dengan jumlah yang disetujui 
dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah yang akan langsung 
ditransfer ke dalam rekening nasabah yang ada di BNI Syariah Kantor 
Cabang Tanjung Karang. 
3. Prosedur Pembinaan dan Monitoring Pembiayaan Murabahah 
Prosedur ini meliputi informasi yang diperoleh marketing officer 
khususnya dan unit-unit yang terkait lainnya, yang mencakup 
pemeriksaan jumlah saldo pemenuhan kewajiban nasabah. Secara 
periodik marketing officer menghubungi nasabah untuk mengingatkan 
nasabah akan kewajibannya dan untuk pembiyaan produktif marketing 
officer melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah yang biasanya 
dilakukan minimal 3 bulan sekali. Monitoring yang dilakukan oleh 
marketing officer meliputi pemantauan langsung ke tempat usaha, 
pemeriksaan laporan keuangan maupun perkembangan nilai 
jaminannya. 
Setiap bulan nasabah harus memerikan laporan keuangan atau 
catatan pembukuannya kepada marketing officer untuk mengetahui 
perkembangan usaha nsabah. Marketing officer melakukan evaluasi atas 
perkembangan usaha yang dibiayai berdasarkan data-data yang 
diperoleh dari riwayat pembayaran nasabah dan data-data yang ada 
dalam file pembiayan. Apabila dalam evaluasi tersebut terdapat indikasi 
adanya masalah dalam pelaksanan kegiatan nasabah, maka marketing 
officer melakukan koordinasi dengan piak-pihak terkait lainnya, dan 
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mengusulkan tindakantindakan yang dapat diambil untuk memperbaiki 
dan memecahkan masalah. 
4. Prosedur Penutupan Pembiayaan Murabahah 
Dalam melakukan penutupan pembiayaan murabahah nasabah 
harus melunasi seluruh pembiayaan yang telah disepakati, kemudian 
marketing oficer melakukan pemeriksaan melalui data yang ada 
dikomputer untuk melihat keberannya, apakah nasabah telah benar-
benar melunasi sejumlah pembiayaannya. Jika nsabah telah melunasi 
seluruh pembiayaan, maka adiministrasi pebiayaan akan membuat surat 
pelunasan yang harus disetujui oleh Pimpinan Cabang. Bila Pimpinan 
Cabang telah menyetujui surat pelunasan tersebut, maka ia akan 
memberikan surat perintah kepada Unit Kontrol Intern untuk 
mengeluarkan jaminan nasabah. 
Marketing officer menyerahkan dokumen jaminan dan Surat 
Pelunasan Pembiayan kepada nasabah dan nasabah menandatangani 
tanda terima dokumen dengan rangkap dua, rangkap pertama diserahkan 
kebagian administrasi pembiayaan dan rangkap dua diserahkan kepada 
nasabah. Kemudian tanda terima pelepasan jaminan diarsipkan oleh 
Asisten Administrasi Pembiayaan. Tanda terima jaminan ini berfungsi 
sebagai bukti bahwa dokumen jaminan telah diambil oleh nasabah. 
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.BAB IV 
ANALISIS DATADAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Implementasi dan Respon Nasabah Terhadap Penetapan 
Margin Secara Flat dalam Produk Pembiayaan Griya Pada Akad 
Murabahah 
Pembiayaan Griya merupakan salah satu produk pembiayaan di PT 
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang. Pembiayaan prinsip 
murabahah umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang 
investasi dan sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan dana 
lebih besar untuk memenuhi apa yang diinginkannya seperti pembelian 
rumah, produk pembiayaan ini merupakan pembiayaan perdagangan yaitu 
jual beli dengan pembayaran secara angsuran. 
Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Merry Nirwana 
mengenai pelaksanaan murabahah di BNI Syariah Kantor Cabang 
Tanjung Karang ini tidak terlepas dari tanggung jawab lembaga sebagai 
lembaga keuangan yang berbasis syariah, yaitu dengan adanya 
murabahah ini adalah untuk menolong mereka yang mengalami kesulitan 
dalam masalah seseorang yang membutuhkan dana yang cukup besar. 
Murabahah adalah akad Muamalah atau akad yang didasarkan atas jual 
beli, yang teraplikasi dengan jenis jual beli yang di mana antara pihak 
penjual dan pembeli telah sepakat antara harga objek dan margin 
keuntungannya. 
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Adapun besarnya keuntungan yang disepakati antara bank dan 
pihak nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli 
(murabahah). Margin pembiayaan bersifat tetap (flat) tidak berubah 
sepanjang jangka waktu pembiayaan.
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Berdasarkan wawancara dengan Bapak Adrian Dwi Saputraselaku 
SME (Small Mediun Enterprise) Financing Head BNI Syariah Kantor 
Cabang Tanjung Karang didapatkan informasi bahwapelaksanaan yang 
dilakukan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang  dalam 
pembiayaan Griya, dalam pelaksanaannya bank syariah akan membeli 
rumah yang pihak nasabah inginkan terlebih dahulu, kemudian 
menjualnya lagi kepada nasabah. Tapi, karena bank syariah menalanginya 
dulu, maka pada saat menjual kepada pihak nasabah, harganya sedikit 
lebih berbeda, sebagai bentuk keuntungan buat bank syariah. Karena 
bentuk keuntungan bank syariah sudah disepakati di depan, maka nilai 
cicilan yang harus dibayarkan relatif lebih tetap.
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Dari penelitian yang telah dilakukan, Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Tanjung Karang telah memberikan dana murabahah ini kepada 
orang yang membutuhkan, antara lain nasabah yang ingin membeli 
rumah, tanah, gedung, dan lain sebagainya. Adapun kebutuhan lain yaitu 
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 Merry Nirwana,Financing Support Assistant BNI Syariah KC Tanjung Karang, 
wawancara dengan penulis, tanggal 19 Juni 2018. 
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 Adrian Dwi Saputra,SME (Small Mediun Enterprise)Financing Head BNI Syariah KC 
Tanjung Karang, wawancara dengan penulis, tanggal 3 Agustus 2018. 
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untuk membeli perlengkapan barang dagangan atau perlengkapan untuk 
usaha dan bisnis nasabah.  
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang menyalurkan 
dana dalam bentuk murabahah kepada nasabah. Yaitu berupa rumah, 
tanah, bangunan, ataupun barang perdagangan/usaha yang ditujukan 
nasabah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang. Adapun 
besarnya dana yang bisa dicairkan adalah maksimal Rp. 5.000.000.000,- 
(Lima Milyar Rupiah) dan diangsur dalam jangka waktu pembiayaan 
yang panjang. Serta pembayaran yang dilakukan yaitu dengan autodebet 
dari tabungan nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung 
Karang. Bagi nasabah yang telah melunasi pinjaman kurang dari jangka 
waktu yang telah ditetapkan, maka boleh mengajukan pinjaman kembali 
kepada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang. 
 
Tabel 4.1 Pembiayaan dan Anggunan 
Pembiayaan dan Tipe 
Agunan 
FTV Maksimum 
FP 1 
(Pertama) 
FP 2 
(Kedua) 
FP 3 
(Ketiga) 
  PPR Tipe > 70 70% 60% 50% 
PPRS Tipe >70 70% 60% 50% 
PPR Tipe 22 – 70 Tidak Diatur 70% 60% 
PPRS Tipe 22 – 70 80% 70% 60% 
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PPRS Tipe s/d 21 Tidak Diatur 70% 60% 
Ruko/Rukan Tidak Diatur 70% 60% 
 Sumber : BNI Syariah KC Tanjung Karang 
 
Keterangan: 
FP = Fasilitas Pembiayaan 
FP1 = Fasilitas Pembiayaan untuk rumah pertama, dst. 
PPR = Pembiayaan Pemilikan Rumah 
PPRS = Pembiayaan Pemilikan Rumah Susun 
 
Besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan 
bersih. Fasilitas pembiayaan untuk unit yang belum selesai 
dibangun/inden dapat diberikan untuk fasilitas pembiayaan yang pertama. 
Pencairan pembiayaan dapat diberikan apabila progress pembangunan 
telah mencapai 50%, dengan total pencairan maksimal sebesar 50%. 
Untuk pencairan unit yang belum selesai dibangun/inden, harus melalui 
perjanjian kerja sama antara developer dan Bank BNI Syariah Kantor 
Pusat. 
Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-
produk pembiayaan yang berbasis natural certainty contaract (NCC), 
yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi 
jumlah (amount) maupun waktu (timing), seperti pembiayaan murabahah 
yang saya bahas sekarang. Yang dimaksud dengan margin keuntungan 
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adalah persentase tertentu yang diterapakan per tahun perhitungan margin 
keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam dalam setahun 
ditetapkan 360 hari perhitungan margin secara bulanan, maka setahun 
ditetapakan 12 bulan. Pada umumnya nasabah pembiayaan melakukan 
pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli 
berdasarkan akad murabahah disebut sebagai piutang. Besarnya piutang 
tergantung kepada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan ( harga 
beli diatamabah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian 
pembiayaan.
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Metode yang digunakan untuk perhitungan margin di PT Bank 
BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang adalah secara flat, metode 
flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok 
pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun 
baki debetnya menurun sebagai akibat adanya angsuran harga pokok. 
Dalam penentuan margin untuk produk pembiayaan Griya, cicilan 
pembiayaan skema 1-5 tahun marginnya mencapai 12% efektif. Untuk 6-
10 tahun besaran marginnya 13%, dan untuk 11-15 tahun marginnya 14% 
dengan DP 20%.
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Adapun data angsuran yang disajikan adalah sebagai berikut : 
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Tanjung Karang, wawancara dengan penulis, tanggal 3 Agustus 2018. 
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Tabel 4.2 
Data Angsuran yang Disajikan 
Bulan 1 – 5 Tahun (60 Bulan)  
Margin 12% 12% 12% 12% 12% 
Flat 6,62% 6,64% 6,52% 6,60% 6,69% 
 
Bulan 5 – 10 Tahun (120 Bulan)  
Margin 13% 13% 13% 13% 13% 
Flat 7,42% 7,54% 7,67% 7,79% 7,92% 
 
Bulan 10 – 15 Tahun (180 Bulan)  
Margin 14% 14% 14% 14% 14% 
Flat 8,77% 8,91% 9,05% 9,18% 9,31% 
Sumber : data diolah oleh peneliti 
Contoh cara perhitungan margin secara flat dalam produk 
pembiayaan Griya di PT Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang. 
Ilustrasi 
Nasabah dengan plafond  = Rp 100.000.000,00 
Jangka Waktu Pembiayaan (JKP) = 12 bulan atau 1 tahun. 
Margin untuk bank = Persentase margin 12% jangka waktu 1tahun 
pokok pembiayaan dan untuk uang muka 20% 
Harga rumah = Rp 100.000.000,00 
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Uang muka = Rp 20% x Rp 100.000.000,00 = Rp 20.000.000,00 – 
Pokok pinjaman = Rp 80.000.000,00 
Jangka waktu 1 tahun =12 bulan 
Margin = margin bank x JKP x Pokok pinjaman 
Margin = 12% x1 tahun x Rp 80.000.000,00= Rp 9.600.000,00 
Karena pembiayaan griya syariah menggunakan prinsip jual beli 
maka nilai pembiayaannya adalah :  
= Pokok + Margin = Rp 80.000.000,00 + Rp 9.600.000,00 = Rp 
89.600.000,00 yang akan dibayarkan selama 1 tahun atau 12 bulan. 
Nilai angsurannya = Rp 89.600.000,00 /12 bulan = Rp 7.466.666,7 
per bulan 
Perhitungan menggunakan sistem flat jadi tidak memperhitungkan 
posisi saldo pada saat akhir bulan. 
Adanya metode flat yang digunakan oleh PT Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Tanjung Karang dimana perhitungan margin keuntungan 
terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke 
periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat adanya 
angsuran harga pokok. Seperti yang telah dijelaskan bahwa perhitungan 
flat sistem perhitungannya tetap dimana margin yang diperhitungkan dari 
awal cicilan samapai akhir cicilan akan tetap atau dari satu periode ke 
periode lainnya tetap. Tetapi dalam aplikasi produk pembiayaan Griya 
tabel angsuran di atas yang di sajikan tertera dalam periode awal 
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sampaiakhir adanya perubahan dan tidak tetap dari periode ke periode 
lainnya margin yang di tetapakan. 
Pada metode flat, margin dihitung dari presentasi margin dikali 
pokok pinjaman/plafond. Atau ditulis sebagai: (P * i * t) : jb , dimana P 
adalah plafon, i adalah margin, t adalah jumlah tahun jangka waktu kredit 
dan jb adalah jumlah bulan jangka waktu angsuran.
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Menurut peneliti berdasarkan penelitian dan wawancara dengan 
beberapa pegawai Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang dan 
nasabah yang menggunakan akad murabahah pada produk pembiayaan 
griya, seperti yang telah di sampaikan oleh Bapak Andrian Dwi Saputra 
selaku SME (Small Mediun Enterprise) Financing Head. Dengan adanya 
sistem penetapan margin secara flat ini akan mempermudah dalam pihak 
bank untuk menentukan margin yang diberikan, yang dimana margin 
keuntungan telah di tetapkan yaitu maksimal 18% dan minimal 12%.
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Sedangkan itumenurut ibu Sri Ayu Dewi salah satu nasabah pengguna 
akad murabahah pada produk pembiayaan griya,dengan adanya sistem 
penetapan margin secara flat juga akan mempermudah nasabah dalam 
pembayaran, yang dimana untuk angsuran setiap bulannya tidak ada 
kenaikan atau penurunan angsuran walaupun terdapat gejolak 
perekonomian.
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Tabel 4.3 Jumlah Pembiayaan yang Menggunakan Skim Murabahah 
PT. Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang 
No Tahun 
Dana yang di Salurkan 
Jumlah 
Lancar Dalam perhatian khusus Kurang lancar Diragukan Macet 
1 2012 126.063.826.000 3.045.895.000 18.517.000 68.672.000 240.248.000 129.437.158.000 
2 2013 141.034.644.000 4.362.841.000 178.502.000 175.678.000 251.497.000 146.003.162.000 
3 2014 144.793.972.000 5.600.947.000 14.599.000 151.232.000 226.774.000 150.787.524.000 
4 2015 158.788.432.000 3.603.306.000 38.043.000 34.561.000 186.181.000 162.650.523.000 
5 2016 182.508.570.000 5.051.877.000 694.755.000 9.406.000 222.852.000 188.487.460.000 
Jumlah 777.365.827.000 
Sumber : data diolah oleh peneliti 
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Tabel 4.4 Jumlah Nasabah Menggunakan Skim Murabahah 
PT. Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang 
No Tahun 
Jumlah Nasabah (Orang) 
Jumlah (total) 
Lancar Dalam perhatian khusus Kurang lancar Diragukan Macet 
1 2012 2453 54 1 5 2 2515 
2 2013 2824 107 3 2 3 2939 
3 2014 2806 108 1 2 5 2922 
4 2015 2680 74 2 4 6 2766 
5 2016 2472 123 9 1 10 2615 
Jumlah 13757 
Sumber : data diolah oleh peneliti 
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Berdasarkan tabel tersebut bahwa akad murabahah ada akad yang 
paling diminati atau paling besar jumlah dananya yang dikeluarkan oleh 
PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang. Sasaran utama 
akad murabahah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang 
adalah pegawai negeri sipil, pembisnis, wiraswasta, dan lain sebagainya 
yang layak dan cocok untuk menerima pembiayaan murabahah tersebut. 
Penerima akad murabahah wajib mengembalikan jumlah pembiayaan 
ditambah margin keuntungan yang telah di tetapkan oleh pihak PT. Bank 
BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang kepada nasabah, yang 
dimana nantinya akan diangsur setiap bulannya dengan pembayaran 
secara flat atau tetap. 
Pembiayaan dengan akad murabahah tidak ada larangan bagi 
nasabah yang pernah mengajukan pembiayaan murabahah dan kemudian 
ingin melakukan pembiayaan ulang setelah pembiayaan sebelumnya 
selesai, dengan syarat nasabah yang bersangkutan tidak membuat masalah 
yang berarti, misalnya melakukan kecurangan, dengan lari dari tanggung 
jawab tanpa pelunasan atau pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga 
survey untuk kedua kalinya akan semakin mudah, hal ini dikarenakan 
kredibilitas nasabah tersebut telah diakui. 
Berdasarkan tabel tersebut juga dapat di lihat bahwa jumlah 
pembiayaan murabahah yang di berikan kepada nasabah dari tahun 2012 
sampai dengan 2016 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada 
tahun 2012 jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan sebesar 
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Rp.129.437.158.000; (Seratus dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga 
puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), sedangkan pada 
tahun 2013 jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan sebesar 
Rp.146.003.162.000; (Seratus empat puluh enam milyar tiga juta seratus 
enam puluh dua ribu rupiah), mengalami kenaikan dari tahun 2012-2013 
sebesar Rp.16.566.004.000; (Enam belas milyar lima ratus enam puluh 
enam juta empat ribu rupiah).  
Pada tahun 2014 jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan 
sebesar Rp.150.787.524.000; (Seratus lima puluh milyar tujuh ratus 
delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), 
mengalami kenaikan dari tahun 2013-2014 sebesar Rp.4.784.362.000; 
(Empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh 
dua ribu rupiah).  
Pada tahun 2015 jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan 
sebesar Rp.162.650.523.000; (Seratus enam puluh dua milyar enam ratus 
lima puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah), mengalami 
kenaikan pada tahun 2014-2015 sebesar Rp.11.862.999.000; (Sebelas 
milyar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan ribu rupiah).  
Pada tahun 2016 jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan 
sebesar Rp.188.487.460.000; (Seratus delapan puluh delapan milyar 
empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), 
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mengalami kenaikan pada tahun 2015-2016 sebesar Rp.25.836.937.000; 
(Dua puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus 
tiga puluh tujuh ribu rupiah). 
Berdasarkan tabel tersebut juga dapat di lihat bahwa jumlah 
nasabah yang menggunakan akad murabahah pada tahun 2012-2016 
mengalami kenaikan dan penurunan dalam setiap tahunnya. Pada tahun 
2012 jumlah nasabah yang menggunakan akad murabahah sebesar 2515 
orang, sedangkan pada tahun 2013 jumlah nasabah yang menggunakan 
akad murabahah sebesar 2939 orang, mengalami kenaikan pada tahun 
2012-2013 sebesar 424 orang. Lalu pada tahun 2014 jumlah nasabah yang 
menggunakan akad murabahah sebesar 2922 orang, mengalami 
penurunan pada tahun 2013-2014 sebesar 17 orang. Lalu pada tahun 2015 
jumlah nasabah yang menggunakan akad murabahah sebesar 2766 orang, 
mengalami penurunan pada tahun 2014-2015 sebesar 189 orang. Lalu 
pada tahun 2016 jumlah nasabah yang menggunakan akad murabahah 
sebesar 2615 orang, mengalami penurunan pada tahun 2015-2016 sebesar 
151 orang. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal Assyidqi
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dan Dimas Pandu Syahrangga
89
, menyebutkan bahwa pada Bank Syariah 
Mandiri Cabang Lumajang maupun BRI Syariah KCP Pati telah 
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melakukan praktek pembiayaan murabahah dan penetapan marginnya 
telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah karena 
melakukannya mengikuti rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam 
fatwa DSN tentang pembiayaan murabahah Fatwa DSN NO: 04/DSN-
MUI/IV/2000 dan NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang pengakuan 
keuntungan. 
Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Tanjung Karang, penerapan pembiayaan Murabahah dan 
penetapan margin pada produk pembiayaan griya tidak sesuai dengan 
ketentuan dan prinsip syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional 
tentang pembiayaan murabahah Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 
tentang akad murabahah, karena berdasarkan prinsip syariah tentang 
keadilan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan, karena didalam 
akadnya terdapat kekurangannya dalam pemberitahuan penetapan 
marginnya kurang dijelaskan secara spesifik. Jadi, disini timbullah 
ketidakadilan antara pihak bank dan nasabah dalam pemberitahuan 
penetapan margin. 
Berdasarkan wawancara dengan beberapa nasabah yang memakai 
akad murabahah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung 
Karang, seperti yang telah disampaikan oleh ibu Sri Ayu Dewi salah satu 
nasabah pengguna akad murabahah pada produk pembiayaan griya, ia 
mengatakan bahwa penetapan margin secara flat pada PT Bank BNI 
Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang kurang dijelaskan secara spesifik 
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atau jelas kepada nasabah, pihak bank hanya menjelaskan jumlah margin 
yang harus dibayarkan oleh nasabah saja. Hal ini yang menyebabkan 
menurunnya jumlah nasabah yang memakai akad murabahah. Para 
nasabah kurang dijelaskan secara spesifik tentang margin penjualan oleh 
pihak bank, dan nasabah yang kurang puas dengan hal ini dan mereka 
menilai penerapan pada bank syariah hampir sama dengan penerapan 
pada bank konvensional.
90
 
Berdasarkan hasil penelitian, penerapan margin secara flat yang 
dilakukan oleh pihak bank harus lebih dijelaskan kembali terhadap 
nasabah. Penetapan margin harus diketahui dan dijelaskan kepada 
nasabah, agar tidak melanggar prinsip syariah serta bank dan nasabah 
harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Dari hal tersebut nanti 
juga akan lebih membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. 
 
B. Dampak Penetapan Margin Secara Flat Terhadap Nasabah yang 
Menggunakan Akad Murabahah  
Dampak pembiayaan Murabahah dirasakan oleh para anggota 
pembiayaan antara lain dibidang modal usaha, pembangunan, dan kredit 
pemilikan rumah. Ekonomi merupakan faktor penting dalam masyarakat, 
karena kesejahteraan masyarakat bisa dinilai dari faktor 
ekonominya.Untuk menumbuhkan ekonomi yang baik, masyarakat bisa 
berwirausaha serta melengkapi sandang, pangan, dan papannya. Modal 
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bukan merupakan kendala karena BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung 
Karang bisa memberikan solusi kepada masyarakat yang menginginkan 
tambahan modal untuk usahanya atau ingin memiliki rumah dengan 
modal yang minim. Pembiayaan Murabahah yang diberikan BNI Syariah 
Kantor Cabang Tanjung Karang telah mengembangkan usaha nasabah. 
Dengan hasil usaha yang baik, kesejahteraan nasabah juga meningkat. Di 
sini BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang berhasil memberikan 
pinjaman yang baik kepada nasabah. 
Selanjutnya yaitu dampak pembiayaan Murabahah untuk 
kepemilikan rumah. Salah satu dari nasabah BNI Syariah Kantor Cabang 
Tanjung Karang juga melakukan pembiayaan Murabahah. Tujuannya 
untuk membeli rumah dengan dibiayai oleh pihak bank. Berdasarkan hasil 
wawancara serta kuesioner yang dilakukan oleh peneliti, menurut bapak 
Agus Anshori selaku salah satu nasabah dalam produk griya di BNI 
Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, menuturkan bahwa ia 
mengajukan pembiayaan dengan akad Murabahah digunakan untuk kredit 
pemilikan rumah atau griya. Pada saat itu ia ingin memiliki rumah tetapi 
dana yang digunakan sangat minim, oleh sebab itu ia mengajukan 
pembiayaan Murabahah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang 
Tanjung Karang, ia mengikuti prosedur dan persyaratan-persyaratan yang 
telah ditetapkan oleh pihak bank, yang sampai saat ini ia telah 
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melunaskan dan mengajukan kembali pembiayaan kepada PT Bank BNI 
Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang.
91
 
Selain di bidang kredit kepemilikan rumah, BNI Syariah Kantor 
Cabang Tanjung Karang juga memberikan pembiayaan kepada nasabah 
yang membutuhkan untuk penambahan modal usaha. Kepedulian BNI 
Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang terhadap penambahan modal 
usaha nasabahnya dilakukan melalui pembiayaan Murabahah. Seperti 
yang disampaikan oleh bapak Bambang Jauhari selaku nasabah yang 
menggunakan akad Murabahah pada produk penambahan modal usaha di 
BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang yang dilakukan untuk 
mendapatkan penambahan modal usahanya dibidang kesehatan. Waktu itu 
beliau ingin membuat sebuah apotik untuk tempat usaha beliau, namun 
modal yang dibutuhkan sangat minim lalu ia mengajukan pembiayaan 
murabahah kepada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung 
Karang. Lalu beliau melengkapi berkas dan persyaratan pengajuan 
pembiayaan dan langsung di ACC oleh pihak bank, yang dimana saat ini 
beliau telah melunasi pembiayaan tersebut dan usaha yang didirikan oleh 
beliau telah berjalan lancar sekarang.
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Dampak dalam pemberian pembiayaan akad murabahah kepada 
nasabah ini sangat membantu nasabah dalam meningkatkan kesejahteraan 
mereka dan risiko yang dialami pihak bank dalam pengembaliannya 
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pinjaman juga sangat kecil dikarenakan nasabah telah memberikan 
jaminan atau agunan kepada pihak PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang 
Tanjung Karang, yang dimana jaminan atau agunan tersebut lebih besar 
harganya dibandingkan dengan pembiayaan yang mereka ajukan kepada 
PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang. Akan tetapi, pihak 
Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang tidak akan memberikan pinjaman 
kepada nasabah yang telah blacklist atau daftar hitam di BI Checking. 
Pihak bank akan memperhatikan seluk beluk nasabah yang ingin 
mengajukan pembiayaan murabahah, serta melihat aspek-aspek dalam 
prosedur penilaian permohonan pembiayaan murabahah, seperti 
:character (karakter), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral 
(jaminan) dan constraint (hambatan). 
Terkait dengan aspek-aspek dalam prosedur penilaian permohonan 
pembiayaan murabahah, jika dapat di implementasikan dengan baik maka 
pihak BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang dapat meningkatkan 
pinjaman pembiayaan murabahah setiap tahunnya. Apabila pembiayaan 
murabahah dapat ditingkatkan maka market share perbankan syariah di 
indonesia juga dapat meningkat nantinya. Serta hal lainya pihak Bank 
BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang juga harus dapat 
menjelaskan dan menjalankan pembiayaan akad murabahah dengan 
sesuai prinsip syariah, apabila hal tersebut dapat dijalankan dengan baik 
maka jumlah market share perbankan syariah nantinya bukan tidak 
mungkin dapat bersaing dengan bank konvensional. 
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Solusi dalam implementasi penetapan margin secara flat terhadap 
nasabah yang menggunakan akad murabahah adalah pihak bank 
seharusnya menjelaskan secara spesifik atau jelas jumlah margin 
keuntungan yang ditetapkan oleh pihak bank, dikarenakan nasabah 
kurang mengerti hasil dari jumlah margin keuntungan tersebut. Apabila 
hal tersebut dapat dilakukan maka pemikiran nasabah tentang perbankan 
syariah sama saja dengan perbankan konvensional akan hilang dengan 
sendirinya. 
Solusi dalam implementasi akad murabahah terhadap nasabah 
yang menggunakan akad murabahah dan kesejahteraan sosial adalah 
pihak bank seharusnya meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah 
kepada nasabahnya, karena apabila jumlah pembiayaan dapat meningkat 
maka nasabah lebih banyak memakai akad murabahah. Apabila hal 
tersebut dapat terjadi maka kemungkinan besar market share perbankan 
syariah dapat meningkat dan perbankan syariah dapat bersaing dengan 
perbankan konvensional. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti 
lakukan pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, dapat ditarik 
beberapa kesimpulan dari penelitian mengenai implementasi penetapan 
Margin secara Flat dalam produk pembiayaan griya pada akad 
Murabahah (studi pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung 
Karang), sebagai berikut: 
1. Berdasarkan dengan penelitian pada PT. Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Tanjung Karang, Penerapan pembiayaan Murabahah dan 
penetapan margin pada produk pembiayaan griya tidak sesuai dengan 
ketentuan dan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN tentang 
pembiayaan murabahah Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 
tentang akad murabahah, karena didalam akadnya terdapat kekurangan 
pada prinsip keadilan serta dalam pemberitahuan penetapan marginnya 
kurang dijelaskan secara spesifik. 
2. Penetapan margin secara flat sangat berdampak baik pada nasabah 
yang menggunakan akad murabahah, dimana akad murabahah sangat 
membantu masyarakat yang menginginkan tambahan modal untuk 
usahanya atau ingin memiliki rumah dengan modal yang minim. 
Dengan adanya dampak positif akad murabahah pada PT. Bank BNI 
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Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang maka masyarakat akan beralih 
dan memakai produk perbankan syariah. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dalam penelitian tentang 
implementasi penetapan Margin secara Flat dalam produk pembiayaan 
griya pada akad Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang 
Tanjung Karang, maka peneliti ingin memberi saran sebagai berikut : 
1. Praktik penerapan dalam mentukan jumlah margin keuntungan yang 
harus dibayarkan nasabah sebaiknya lebih dijelaskan secara jelas dan 
spesifik lagi. Karena dalam praktik muamalah segala hal antara penjual 
dan pembeli harus dijelaskan secara jelas dan tidak ada yang ditutup-
tutupi. 
2. Dalam praktik penyaluran dana akad murabahah pada Bank BNI 
Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang sebaiknya lebih ditingkatkan 
lagi. Apabila dana yang disalurkan kepada nasabah dapat ditingkatan 
maka dampaknya terhadap Market Share perbankan syariah di 
Indonesia akan meningkat juga, serta apabila dana yang disalurkan 
nantinya dapat meningkat tidak menutup kemungkinan Bank BNI 
Syariah menjadi bank terbaik di indonesia. 
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Lampiran 7 
PERTANYAAN WAWANCARA  
 
Tujuan :  
1. Untuk mengetahui implementasi penetapan margin secara flat dalam 
produk pembiayaan griya pada akad murabahah di PT Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Tanjung Karang. 
2. Untuk mengetahui dampak penetapan margin secara flat terhadap nasabah 
yang menggunakan akad murabahah di PT. Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Tanjung Karang. 
Hari/tanggal wawancara : 
Lokasi wawancara : BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 
Nama dan umur informan : 
Jabatan : 
Pertanyaan Penelitian: 
Pertanyaan Akad Murabahah 
1. Apakah definisi akad Murabahah menurut BNI Syariah Kantor Cabang 
Tanjung Karang? 
2. Apakah tujuan dan sasaran utama pelaksanaan akad Murabahah oleh BNI 
Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang? 
3. Apa nama bagian yang membawahi pemberian pembiayaan melalui akad 
Murabahah? Berapa jumlah orang yang berada di bawah divisi/bagian 
tersebut? 
4. Berasal dari mana dana untuk memberikan pembiayaan melalui akad 
Murabahah? Berapa persen danayang dialokasikan untuk penyelenggaraan 
pembiayaan tersebut? Apakah setiaptahunnya sama atau tidak? 
5. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan melalui akad Murabahah? 
6. Bagaimana cara mengidentifikasi masyarakat yang akan memperoleh 
pembiayaan melalui akad Murabahah dan adakah syarat-syarat tertentu 
yang harus dipenuhi oleh masyarakat? 
7. Bagaimana mekanisme survey dalam pemberian pembiayaan melalui akad 
Murabahah? Berapa lama? Dibantu oleh siapa? 
8. Apasaja factor pendukung dan penghambat bagi pemberian pembiayaan 
melalui akad Murabahah? 
II. Pertanyaan Margin Flat dalam Produk Pembiayaan Griya 
 
1. Sejak kapan produk pembiayaan mulai diselenggarakan? 
2. Apakah definisi  Margin Flat menurut BNI Syariah KC Tanjung Karang? 
3. Apakah tujuan dan sasaran utama pelaksanaan produk pembiayaan griya 
oleh BNI Syariah KC Tanjung Karang? 
4. Berasal dari mana dana untuk melaksanakan produk pembiyaan griya? 
Berapa persen dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan produk 
pembiayaan griya? Apakah setiap tahunnya sama atau tidak? 
5. Bagaimana mekanisme dilaksanakannya penetapan margin flat dalam 
produk pembiayaan griya oleh perusahaan? 
6. Bagaimana mekanisme survey dalam pelaksanaan produk pembiayaan 
griya untuk suatu tempat dan sasaran? Berapa lama? Dibantu oleh siapa? 
7. Adakah kendala saat pelaksanaan produk pembiayaan griya? Apa saja? 
dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? 
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